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ABSTRAK 

SILFIA RAHMADANI, NIM 1830202066. Judul Skripsi : “Pandangan 
Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Iuran Hewan Qurban (Studi Kasus 

Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu)”. 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

Mahmud Yunus Batusangkar, 2022. 

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tata cara penetapan 

harga iuran hewan qurban oleh panitia qurban, dan bagaimana pandangan fiqh 

muamalah terhadap tata cara penetapan iuran hewan qurban di Desa Air Molek 1 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Tujuan dari penelitian ini ialah 

untuk mengetahui cara menetapkan iuran hewan qurban, dan menganalisa 

pandangan fiqh muamalah terhadap penetapan harga iuran di Desa Air Molek 1 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. 

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (field 

researche), dengan menggunakan metode kualitatif yang mengungkapkan dan 

menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data yang terjadi di 

lapangan, sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya. Penelitian 

lapangan dilakukan di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten 

Indragiri Hulu dengan menggunakan uraian dan informasi yang didapatkan dari 

obyek yang diteliti. 

Dari hasil penelitian di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu 

Kabupaten Indragiri Hulu ditemukan bahwa tata cara penetapan iuran hewan 

qurban dilakukan secara musyawarah bersama oleh panitia ulama dan pengurus 

masjid dengan iuran yang sama untuk seluruh peserta qurban. Iuran yang ditetapkan 

oleh panitia sama untuk seluruh peserta qurban. Peserta qurban menyerahkan 

sepenuhnya kepada panitia untuk mengurus segala sesuatu dalam pelaksanaan 

qurban. Iuran yang ditetapkan oleh panitia sudah termasuk seluruh biaya dari 

pembelian dan pemeliharaan sapi qurban serta biaya operasional lainnya yang 

dibutuhkan. Panitia tidak menjelaskan harga hewan qurban yang berbeda-beda 

antara satu dengan yang lainnya. Dalam pandangan fiqh muamalah, penetapan 

iuran hewan qurban yang ditetapkan oleh panitia qurban di Desa Air Molek 1 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu mengandung ketidakjelasan 

dalam harga hewan qurban yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya 

begitu juga biaya operasional yang dibutuhkan sedangkan iuran yang ditetapkan 

adalah sama. Namun demikian, menurut hemat peulis hal seperti ini dibolehkan jika 

secara jelas peserta dan panitia menggunakan akad wakalah yang di dasari 

kesepakatan seluruh peserta qurban. Wakalah diberikan dalam rangka pelaksanaan 

qurban secara keseluruhan, termasuk harga hewan qurban dan biaya-biaya 

operasional yang diperlukan. Atau dalam bentuk lainnya qurban iuran qurban 

dibedakan oleh panitia sesuai dengan harga sapi yang dibeli dan biaya operasional 

yang dibutuhkan untuk pemeliharaan sapi, meskipun disisi lain iuran biaya 

operasional pelaksanaan pada hari qurban ditetapkan sama.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama 

lain, ini dikarenakan manusia tidak bisa terlepas dari saling memerlukan 

satu sama lainnya, dan manusia-manusia lain yang sama-sama hidup dalam 

masyarakat. Dalam hal inilah terjadi interaksi antara manusia dalam rangka 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan individu maupun 

sosial.  

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara holistik, 

mencakup segala aspek salah satu aspek utama dalam Islam yaitu jual beli. 

Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang 

memiliki nilai, dimana barang akan dibayar dengan uang sesuai dengan 

dengan nilai barang yang di jual belikan, secara sukarela diantara kedua 

belah pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau ketentuan yang 

telah ditetapkan syara’. (Hendi Suhendi, 2002, hal. 69) 

Dengan demikian, kepercayaan dan kejujuran merupakan modal 

dasar dalam transaksi jual beli. Untuk membangun kepercayaan orang lain 

kepada kita, seorang pedagang harus mampu berbuat jujur dan adil, baik 

terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Bukti kejujuran dan bukti 

keadilan dari pedagang dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan 

ukuran yang tepat yang harus diutamakan, maka kepercayaan pembeli 

kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya. Prinsip jual beli didasarkan 

pada suka sama suka dan terbebas dari penipuan dan pengkhianatan. 

Dengan demikian, dibolehkannya jual beli untuk mempermudah manusia 

dalam kesulitan ber-muãmalah dengan hartanya. (Amir Syarifuddin, 2005, 

hal. 194) 

Beberapa lembaga sistem jual beli yang populer dalam kehidupan 

keseharian, yang kita kenal dengan nama pasar sampai dengan mal. Jual beli 

adalah penukaran harta dengan harta bisa bersifat mengikat (mun’aqit) 
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ataupun tidak mengikat (ghair mun’aqid). Jual beli dikatakan  mengikat 

(mun’aqit) apabila mempunyai kepastian hukum, jual beli ini akan terjadi 

secara pasti apabila rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh 

syara. Sebaliknya jual beli tidak mengikat (ghair mun’aqad) apabila tidak 

ada kepastian hukumnya (ghairu lazim). (Burhanudin S, 2009, hal. 162) 

Pada dasarnya Islam memperbolehkan jual beli dalam segala 

bentuknya, selama terpenuhi rukun dan syaratnya dan terpenuh asas-

asasnya. Diantara asas jual beli adalah asas saling rela dan saling 

menguntungkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 

29 : 

⧫    
❑⧫◆    ❑➔→⬧  
⬧◆❑  →⧫  

⧫      
❑⬧  ⧫  ⧫  
⧫⬧      ◆  

❑➔⬧  →   
    ⧫    

☺◆     
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.” 

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam jual beli harus ada asas suka 

sama suka. Dalam selama ini banyak orang memahami bisnis adalah bisnis 

yang tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, 

sehingga pelaku bisnis menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh 

keuntungan yang sebesar-besarnya. (Qardhawi, Norma dan etika Ekonomi 

Islam, Ahli Bahasa Zainal Arifin Dan danil Husin, 2009) 

Jual beli yang sempurna menurut syariat Islam, yaitu apabila telah 

terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang diperbolehkan 

dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan 

pembeli, karena dalam Islam memperhatikan konsep harga yang adil dan 
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mekanisme pasar yang sempurna serta terhindar dari unsur riba. Dalam jual 

beli antara penjual dan pembeli tidak boleh saling mendzolimi. Dalam jual 

beli penjual dan pembeli akan melakukan tawar menawar terhadap harga 

yang ditetapkan oleh penjual sehingga terjadi kesepakatan harga antara 

penjual dan pembeli. Setelah adanya kesepakatan harga dari penjual dan 

pembeli maka barang akan berpindah tangan dari penjual ke tangan 

pembeli. Pembeli akan menerima barang dari penjual dan penjual akan 

menerima uang dari pembeli. Dalam aktifitas jual beli, pihak-pihak yang 

melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil. Aspek yang berkaitan 

dengan penipuan dan ketidak jujuran merupakan hal yang bertentangan 

dengan aturan jual beli, sehingga menyebabkan salah seorang pembeli 

maupun penjual akan mengalami kerugian. (Muhammad Nejjatullah 

Siddiqi, 1991, hal. 58-60) 

Harga adalah salah satu faktor keberhasilan suatu perusahaan karena 

harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan menyebabkan 

penjualan akan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi 

keuntungan yang akan diperoleh. Tujuan diadakan penetapan harga antara 

lain adalah untuk mendapatkan keuntungan, mempertahankan usahanya 

agar tidak terjadi kerugian dan mempertahankan pembeli. Dalam menetapan 

harga harus mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan 

keberhasilan dalam suatu usaha. Selain itu juga, ada satu aspek yang tidak 

boleh dilupakan adalah menetapkan harga harus berdasarkan keadilan. 

Artinya dengan sudah ditetapkannya harga maka barang yang dibutuhkan 

konsumen akan didapatkan tanpa ada perbedaan pendapat, mengenai harga 

dari konsumen ataupun penjual. Islam memberikan pembahasan yang 

panjang lebar tentang keadilan. Keadilan dalam segala segi kehidupan 

termasuk keadilan dalam menetapkan harga. (al-Faifi, 2016, hal. 784). 

Harga yang adil di dalam Al-Qur’an sangat menekankan pada 

konsep keadilan dengan menjauhi kedzaliman dan menekankan adanya 

kejujuran. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan 

eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu 
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pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Harga harus mencerminkan 

manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual 

memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat 

yang setara dengan harga yang dibayarkan. Perilaku adil sangat ditekankan 

di dalam aspek kehidupan tanpa terkecuali didalam agama Islam, Allah 

SWT sangat menganjurkan kepada umat-Nya untuk berprilaku adil dalam 

kehidupan. (Ahmad A.-H. d., 2014, hal. 611) 

Harga juga terdapat pada hewan qurban yang mana hewan qurban 

itu hanya dapat diambil dari hewan ternak, seperti unta, sapi (kerbau) dan 

kambing dengan berbagai jenis dan yang akan disembelih pada hari Raya 

Idul adha. Hukum berqurban dalam Islam itu wajib bagi yang memilki 

cukup rezeki untuk melakukannya dan bagi umat muslim yang kurang 

mampu maka gugurlah kewajiban tersebut. Hal ini didasarkan pada Firman 

Allah dalam Q.S Al-Kautsar ayat 1 dan ayat 2, sebagai berikut : 

 ⬧ 

⧫❑⬧    ⬧ 

◼⧫ ⧫◆     

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. 

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah (sebagai 

ibadah dan mendekati diri kepada Allah”  (RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 

2013, hal. 602)             

Berdasarkan ayat diatas yang dimaksud berqurban disini adalah 

menyembelih hewan qurban dan mensyukuri nikmat Allah SWT, dan 

dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan seperti 

berqurban bagi yang memiliki rezeki yang cukup karena pada dasarnya 

manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan orang lain. (Az-zuhaili, 

2007, hal. 254) 

Pelaksanaan ibadah qurban dengan hewan qurban sapi atau kerbau 

bisa dilaksanakan dengan cara iuran. Iuran ketika berqurban merupakan 

salah satu kegiatan yaitu mengumpulkan uang yang akan dipakai untuk 

membeli hewan qurban. Didalam sistem iuran ini sangat berkembang 

didalam masyarakat yaitu iuran hewan qurban sapi atau kerbau. Iuran ini 

tidak lain dari aspek keadilan karena dilakukan dengan adil dan tidak ada 
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yang dirugikan. Didalam iuran ini terdapat asas kejujuran dan kebenaran 

(As-Shidq), bahwa didalam Islam setiap orang harus melakukan keadilan 

dalam segi apapun. (Ashfi, Hukum Qurban Patungan, 2019) 

Berdasarkan wawancara awal yang penulis lakukan bersama Panitia 

qurban yaitu bapak Aswandi, bahwa mekanisme penetapan harga iuran 

hewan qurban yang ada di Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyu 

Kabupaten Indragiri Hulu iuran hewan qurban disamakan oleh penitia 

qurban sedangkan untuk hewan yang akan di qurbankan berbeda-beda 

beratnya satu sama lain. Hal ini terjadi jika akan memasuki hari raya Idul 

Adha atau disebut dengan hari raya qurban. Dimana hewan qurban yang 

berbeda-beda beratnya itu akan disama ratakan harganya baik itu hewan 

qurban yang satu dengan hewan qurban lainnya. Adapun harga sapi yang 

akan diqurbankan yaitu sapi 1 harganya Rp.16.000.000, sapi 2 harganya 

Rp.16.200.000, sapi nomor 3 harganya 17.000.000, sapi 4 harganya 

Rp.16.500.000, sapi nomor 5 harganya Rp.16.700.000 dan sapi nomor 6 

harganya Rp.16.300.000. Satu ekor sapi sama dengan 7 orang yang akan 

berqurban. Panitia akan mengambil uang iuran dari setiap orang yang akan 

berqurban sama besarnya yaitu Rp. 2.400.000 sedangkan untuk besar 

ataupun harga sapi yang berbeda-beda.  

Panitia qurban mengatakan bahwa harga iuran sapi yang telah 

ditetapkan yaitu untuk menyamaratakan harga iuran sapi yang satu dengan 

harga iuran sapi yang lainnya. Panitia menetapkan harga iuran sapi qurban 

yaitu dengan harga Rp. 2.400.000 dikarenakan  sapi yang akan diambil oleh 

panitia berkisaran harga Rp. 16.800.000 an. Oleh karena itu, panitia qurban 

menetapkan harga iuran hewan qurban Rp. 2.400.000 perorang akan tetapi 

jika sapi qurban yang akan di beli kurang dari Rp. 16.400.000 maka uang 

tersebut bisa digunakan untuk menutupi pembelian sapi yang harganya lebih 

dari Rp.16.800.000. Panitia qurban meminta panjar kepada orang yang akan 

berqurban sebanyak Rp. 1.000.000 terlebih dahulu dan untuk sisanya akan 

dilunaskan oleh orang yang akan berqurban disaat panitia qurban 

mengambil sapi yang sudah dibeli dari penjual hewan qurban. 



6 

 

 

 

Dari penjelasan yang penulis paparkan diatas penulis menemukan 

permasalahan antara teori dengan praktek yang menarik untuk diteliti yakni 

hal penetapan harga iuran hewan qurban yang terjadi di Desa Air Molek 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, panitia qurban membeli 

hewan qurban dengan harga yang berbeda antara hewan qurban satu dengan 

hewan qurban lainnya akan tetapi, panitia qurban menetapkan harga iuran 

yang sama kepada peserta qurban. Sementara untuk akad ataupun 

mekanisme pembayaran yang telah ditetapkan oleh panitia qurban kepada 

peserta qurban terkait dengan iuran hewan qurban di Desa Air Molek 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, peserta qurban 

melakukan pembayaran terlebih dahulu yaitu senilai Rp. 1.000.000 dari 

harga iuran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 2.400.000. Sisa pembayaran 

akan di lunasi oleh peserta qurban setelah panitia qurban mengambil hewan 

qurban dari penjual hewan qurban. 

Beranjak dari hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan mengenai bagaimana cara penetapan harga iuran hewan 

qurban, dari panitia qurban di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir penyu 

Kabupaten Indragiri Hulu dilihat dari akad dan harga dari hewan qurban. 

Dengan tema judul penelitian “Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap 

Penetapan Iuran Hewan Qurban” 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka fokus 

dalam penelitian ini adalah Pandangan Fiqh Muamalah Penetapan iuran 

yang sama pada setiap sapi qurban oleh panitia qurban di Desa Air Molek 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka penulis dapat merumuskan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana tata cara penetapan iuran hewan qurban oleh panitia qurban 

di Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu? 
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2. Bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap tata cara penetapan  

iuran hewan qurban yang dilakukan oleh panitia qurban di Desa Air 

Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ;  

1. Untuk mengetahui dan menganalisa cara menetapan iuran hewan qurban 

di Desa Air Molek Kecamatan Pasir Panyu Kabupaten Indragiri Hulu. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa Pandangan Fiqh Muamalah 

terhadap tata cara penetapan iuran hewan qurban di Desa Air Molek 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. 

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 

1. Manfaat Teoritik 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan referensi yang 

menambahkan wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama 

tentang Fiqh Muamalah. 

b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep atau teori-teori 

tentang Fiqh Muamalah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk panitia qurban 

agar dapat melakukan penetapan iuran hewan Qurban sesuai 

dengan Fiqh Muamalah. 

b. Sebagai acuan bagi panitia qurban dalam menetapkan iuran 

hewan qurban yaitu dalam pemahaman tentang Fiqh Muamalah. 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul 

proposal ini, maka Penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai 

maksud dari judul tersebut. 
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1. Penetapan Harga  

Penetapan Harga adalah menetapkan harga suatu barang, apabila 

harga barang ini terlalu tinggi maka akan menyebabkan penjualan akan 

menurun namun, jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan 

yang dapat diperbolehkan oleh penjual selain itu penentuan harga juga 

memiliki strategi-strategi tertentu. (Potong, 2000, hal. 195) 

Penetapan harga yang penulis maksud disini adalah menentukan 

berapa uang yang akan dibayarkan oleh peserta qurban kepada panitia 

qurban di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri 

Hulu. 

2. Iuran  

Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan secara teratur 

oleh peserta, pemberi kerja, dan pemerintah. Iuran juga disebut dengan 

menyerahkan (memberi) sumbangan untuk keperluan bersama. (Nasional 

D. P., 2011) 

Iuran yang penulis maksud disini adalah uang yang akan di bayarkan 

oleh peserta qurban untuk hewan qurban sapi kepada panitia qurban di 

Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. 

3. Hewan Qurban 

Hewan Qurban adalah ibadah menyembelih hewan ternak yang 

dengan niat mendekati diri kepada Allah SWT dan dilakukan pada waktu 

tertentu atau dapat mendefinisikan dengan hewan-hewan yang 

disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekati diri kepada 

Allah SWT. (Az-Zuhaili W. , Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 4, 2007, 

hal. 254) 

Hewan qurban yang penulis maksud disini adalah hewan qurban sapi 

yang akan disembelih oleh panitia qurban di Desa air Molek Kecamatan 

Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu pada hari raya Idul Adha. 

4. Fiqh Muamalah 

Fiqh Muamalah adalah hukum yang berkaitan dengan tindakan 

manusia dalam persoalan keduniaan. (Eficandra, 2022) Sebagai aturan-
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aturan syara’ yang bersifat amaliah atau hubungan manusia dengan 

manusia baik, yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terkhususnya jual beli. (Hendi 

Suhendi, 2008, hal 2).  

Yang penulis maksud disini dari fiqih muamalah ialah terkait tentang 

tinjauan fiqih muamalah mengenai tata cara penetapan harga yang 

dilakukan oleh panitia qurban. 

Jadi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bagaimana 

mengkaji proses dari tata cara menentukan jumlah uang yang akan 

dibayarkan oleh peserta qurban sapi yang dilakukan diwilayah Desa Air 

Molek 1 berdasarkan hukum-hukum yang terkait dengan praktik jual beli. 

 



10 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Landasan Teori  

1. Penetapan Harga 

a. Pengertian Penetapan Harga 

Secara Etimologi harga berasal dari bahasa Arab tsaman, 

sedangkan bahasa Inggris Price yang berarti selalu dihubungkan 

dengan besarnya jumlah uang yang harus dibayar sebagai nilai beli 

pengganti terhadap barang dan jasa. Sementara menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia harga adalah nilai barang yang ditentukan 

atau dirupakan dengan uang. (Nasional P. B., 2007) 

Sedangkan secara harga adalah nilai barang yang akan 

ditukarkan sesuai dengan persetujuan penjual dan pembeli yang 

melakukan transaksi, biasanya transaksi menggunakan uang 

sebagai nilai tukar barang. Tempat transaksi yang dilakukan oleh 

penjual dan pembeli dapat mempengaruhi nilai dari harga suatu 

barang yang akan diperjual belikan. (Kotler, 2005, hal. 139). Harga 

juga dimaksudkan adalah tinggi rendahnya nilai suatu barang atau 

jasa yang dapat diukur dengan uang. (Al-assal, 1999, hal. 26). 

Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang 

dapat menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lainnya 

menimbulkan biaya, karena dengan harga jual dapat menghasilkan 

pendapatan sedangkan pemasaran yang lain seperti produk, 

promosi dan saluran distribusi merupakan unsur-unsur yang 

mengakibatkan biaya suatu perusahaan akan bertambah. Harga 

cerminan dari pengaruh persaingan yang berada di pasar. (Abadi, 

2016). Harga juga merupakan salah satu bauran pemasaran yang 

paling fleksibel, harga dapat diubah dengan cepat, sesuai dengan 

besar laba yang diinginkan oleh perusahaan, tidak seperti tampilan 

produk dan penjanjian. (Methonomi, Analisis Strategi Penetapan 

Harga, 2015) 
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Menurut Al-Zuhaili harga adalah jumlah dari nilai barang yang 

ditentukan atau disamakan dengan uang yaitu jumlah uang atau alat 

tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau 

jasa pada waktu tertentu dan di tempat tertentu. (Az-Zuhaili W. , 

Fiqh Islam, 2011) Syafe’I mengatakan bahwa harga hanya dapat 

terjadi pada akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan 

nilai barang. Biasanya harga dijadikan sebagai nilai tukar barang 

yang diridhai oleh pihak berakad. Jadi harga adalah suatu 

kesepakatan yang disepakati oleh orang yang akan bertransaksi 

didalam jual beli barang atau jasa dan kesepakatan tersebut diridhai 

oleh kedua belah pihak. 

Penetapan Harga adalah menetapkan suatu nilai dari harga 

barang, apabila nilai dari harga barang ini terlalu tinggi maka akan 

menyebabkan penjualan dari penjual akan menurun namun, jika 

harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat 

diperbolehkan oleh penjual selain itu penentuan harga juga 

memiliki strategi-strategi tertentu. (Arianti F. , 2021) Penetapan 

harga yang penulis maksud disini adalah  penetapan harga pada 

sapi yang akan di qurbankan. Oleh karena itu penetapan harga 

mempengaruhi pendapatan total dan biaya total, maka keputusan 

dan starategi penetapan harga memegang peranan penting dalam 

setiap perusahaan. (Saragih, 2015) 

b. Metode Penetapan Harga 

Penetapan harga, terdapat berbagai macam metode. Metode 

mana yang digunakan, tergantung kepada tujuan penetapan harga 

yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan 

menambah persentase diatas nilai atau besarnya biaya produksi 

bagi usaha manufaktur dan diatas modal atas barang dagangan 

bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga 

biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang 
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dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberi 

layanan pengguna jasa. 

Di dalam menentukan harga, terdapat berbagai macam 

metode. Metode mana yang digunakan tergantung kepada tujuan 

penentuan harga yang dicapai. Penentuan harga biasanya 

dilakukan dengan menambah presentasi diatas nilai atau besarnya 

biaya produksi bagi usaha manufaktur dan diatas modal atas 

barang dagangan dari usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa 

penentuan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan 

biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam 

memberikan layanan kepada pengguna jasa. 

Menurut Fandy Rjiptono, metode penetapan harga 

dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya, yaitu 

berbasis permintaan, biaya, laba dan persaiangan. 

1) Penetapan harga berbasis permintaan  

Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang 

mempengaruhi selera dan proferensi pelanggan daripada 

faktor-faktor biaya, laba dan persaingan. Permintaan 

pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan di 

antaranya yaitu ; kemampuan para pelanggan untuk membeli 

(daya beli), kemauan pelanggan untuk membeli, posisi produk 

dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk 

tersebut kepada pelanggan, harga produk-produk substitusi, 

pasar potensial bagi produk tersebut, sifat persaingan non-

harga, perilaku konsumen secara umum, segmen-segmen 

dalam pasar. Permintaan pasar atas produk oleh harga yang 

bisa dibilang menjadi determinan utama. Harga juga 

merupakan determinan dari pengaruh persaingan yang berada 

di pangsa pasar perusahaan. (Abadi, Evaluasi Strategi penetapa 

harga jual dalam bisnis Gourment land cafe, 2016)  

 



13 

 

 

 

2) Penetapan harga berbasis biaya 

Metode ini faktor penentuan harga yang utama adalah 

aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga 

ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang di 

tambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi 

biaya-biaya langsung, biaya overhead dan laba. Penetapan 

harga berbasis laba 

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan 

biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan 

atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam 

bentuk presentase terhadap penjualan atau investasi. Penetapan 

harga berbasis persaingan 

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan 

atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan 

yaitu apa yang dilakukan persaing.  

Secara umum ada dua faktor utama yang perlu 

dipertimbangkan dalam menetapkan harga yaitu faktor internal 

perusahaan dan faktor lingkungan eksternal. 

1) Faktor internal perusahaan yang meliputi tujuan pemasaran 

perusahaan, strategi bauran pemasaran, biaya dan organisasi. 

2) Faktor lingkungan eksternal yang meliputi sifat pasar dan 

permintaan, persaingan dan lingkungan eksternal lainnya. 

Kesalahan-kesalahan umum dalam penentuan harga dapat 

terjadi karena penentuan harga terlalu berorientasi pada biaya, 

harga tidak cukup revisi untuk merefleksikan perubahan pasar, 

penentuan harga yang tidak memperhitungkan elemen bauran 

pemasaran lainnya, dan harga yang tidak bervariasi untuk produk-

produk, segmen pasar dan bertujuan kepada pembelian yang 

berbeda 
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c. Tujuan Penentuan Harga 

Penentuan harga oleh suatu lembaga dimaksudkan untuk 

berbagai tujuan yang hendak dicapai. Secara umum tujuan 

penentuan harga adalah sebagai berikut : (Kasmir, 2002, hal. 202) 

1) Berorientasi pada Laba 

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap 

perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan 

laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah 

maksimisasi laba. Dalam era persaingan global yang 

kondisinya sangat kompleks dan banyak variable yang 

berpengaruh terhadap daya saing perusahaan. Maksimisasi 

laba sangat sulit dicapai, karena sukar sekali untuk dapat 

memperkirakan secara akurat jumlah penjualan yang dapat 

dicapai pada tingkat harga tertentu. Dengan demikian, tidak 

mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti 

harga yang dapat menghasilkan laba maksimum. 

2) Berorientasi pada volume 

Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan 

yang menetapkan harga-harga berdasarkan tujuan yang 

berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal 

dengan istilah volume Pricing Objectives. Harga ditetapkan 

sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan 

(dalam ton, kg, unit, dan lain-lain), nilai penjualan (Rp) atau 

pangsa pasar (absolut maupun relatif). Tujuan ini banyak 

diterapkan oleh perusahaan penerbangan, lembaga pendidikan, 

perusahaan tour and travel, pengusaha bioskop dan pemilik 

bisnis pertunjukan lainnya serta penyelenggaraan seminar-

seminar. 

3) Berorientasi pada Citra 

Citra (image) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui 

startegi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga 
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tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. 

Sementara itu harga rendah dapat digunakan untuk membentuk 

citra nilai tertentu (image of value), misalnya dengan 

memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang 

terendah di suatu wilayah tertentu. Pada hakikatnya, baik 

penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk 

meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran 

produk yang ditawarkan perusahaan. (Supriadi Muslimin, 

2020) 

4) Stabilisasi Harga 

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitive terhadap 

harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para 

persaingan harus menurunkan harga mereka. Kondisi seperti 

ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam 

industri-industri tertentu yang produknya sangat terstandarisasi  

(misalnya minyak bumi). Tujuan stabilisasi dilakukan dengan 

jalan menetapkan harga untuk mempertahakan hubungan yang 

stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin 

industri (industry leader). (Tjipno, 1997, hal. 152-153) 

Penentuan harga menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu laku 

tidaknya produk atau jasa yang ditawarkan. Salah dalam 

menentukan harga yang berakibat fatal. Akan tetapi, keputusan 

mengenai harga tidak mudah untuk dilakukan. Di satu sisi, 

harga yang terlalu mahal dapat meningkatkan laba jangka 

pendek, tetapi di sisi lain akan sulit dijangkau. (Kurniawan, 

2006, hal. 24)  

Tujuan penetapan harga secara umum adalah sebagai 

berikut ; 

a) Untuk bertahan hidup 
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Artinya adalah kondisi tertentu, terutama dalam 

kondisi persaingan yang tinggi. Dalam hal ini perusahaan 

menentukan harga semurah mungkin dengan maksud 

produk atau jasa yang ditawarkan laku dipasarkan. 

b) Untuk memaksimalkan Laba 

Tujuan harga ini dengan mengharapkan penjualan 

yang meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. 

Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga 

murah dan tinggi. 

c) Mutu Produk  

Tujuan dalam hal mutu produk adalah untuk 

memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang 

ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi dan biasanya 

harga ditentukan setinggi mungkin. 

d) Karena Pesaing 

Dalam hal ini, penentuan harga dengan melihat 

harga pesaing. Tujuannya adalah agar harga yang 

ditawarkan jangan melebihi harga pesaing 

d. Dasar Hukum Penetapan Harga 

Hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan 

harga adalah riwayat dari Anas Ibn Malik, dalam riwayat itu 

dikatakan : 

“pada zaman Rasulullah SAW terjadi pelonjakan harga 
dipasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah SAW 

seraya mereka berkata : ya Rasulullah harga dipasarkan melonjak 

begitu tinggi tolonglah tetapkan harga itu, Rasulullah SAW 

menjawab : sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan 

harga dan barangnya, melapangkan dan memberi rezeki, saya 

berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang 

diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal 

harta dan nyawa.” (HR Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-

Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad Ibn Hanbal dan Ibn Hiban) (Haroen, 

2000, hal. 141) 

Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi menganjurkan 

umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam 
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penyelesaian masalah ekonomi dan menghindari sistem penetapan 

harga (ta’sir) oleh teoritas Negara kalau tidak terlalu diperlukan 

jelaskan dalam Islam otoritas Negara dilarang mencampuri, 

memaksa orang menjual barang pada tingkat yang tidak mereka 

Ridhoi. Islam menganjurkan agar harga ditetapkan kepada 

mekanisme pasar sesuai dengan kekuatan permintaan dan 

penawaran. Pemerintah tidak boleh memihak kepada pembeli dan 

patokan harga yang lebih rendah atau memihak penjual dengan 

memotong harga tinggi. 

e. Penetapan Harga dalam Islam 

Menurut Akhmad Mujahidin bahwa pada masa 

kepemimpinan Rasulullah Saw. Rasulullah Saw tidak mau 

menetapkan harga, hal demikian menunjukkan bahwa penetapan 

harga diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini 

dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, akan tetapi apabila 

tidak dalam keadaan sehat yakni terjadi kezaliman seperti adanya 

kasus penimbunan riba dan penipuan maka pemerintah hendaknya 

dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil, 

sehingga dari penetapan tersebut tidak adanya pihak yang dirugikan 

dengan demikian pemerintah hanya memiliki wewenang untuk 

menetapkan harga, apabila terjadi praktik kezaliman dipasar namun 

dalam kondisi normal harga diserahkan pada kesepakatan antara 

pembeli dan penjual. (Mujahidin, 2007)  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan 

harga adalah suatu cara pertimbangan yang digunakan untuk 

menentukan nilai suatu produk atau barang yang dijual dapat 

dipasaran setelah adanya interaksi permintaan dan penawaran 

dalam menentukan harga yaitu : 

1) Permintaan  

Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli 

suatu barang yang diinginkan pada berbagai tingkat harga 
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selama periode waktu tertentu. Permintaan harus mengandung 

unsur, apa yang diminta, jumlah yang diminta, harga per unit 

barang, daya beli rumah tangga, periode permintaan. (Fahlefi, 

2008, hal. 79) Jadi permintaan terjadi karena dipengaruhi 

beberapa faktor yaitu : 

a) Harga barang yang diminta oleh konsumen 

b) Tingkat pendapatan 

c) Jumlah penduduk 

d) Selera dan  estimasi di masa yang akan datang 

e) Harga barang lain atau subtibusi. 

Sebagaimana yang terdapat di dalam Firman Allah Swt 

surat tentang Al-Maidah ayat 87-88, yaitu : 

⧫ 

⧫ ❑⧫◆ 

 ❑⧫ 

⧫⬧ ⧫ 

  ⬧ ◆ 

⧫➔⬧   

  ⧫ 

⧫⧫➔☺    

❑➔◆ ☺ 

◆  

◼ ⬧  
❑→◆  

✓  

 ❑⬧ 

    

87. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi 

kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. 

88. dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang 
Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada 

Allah yang kamu beriman kepada-Nya. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa penetapan 

harga menjadi kesepakatan bersama yaitu bahwa tinggi dan 

rendahnya permintaan terhadap barang komoditas ditentukan 

oleh harga barang yang bersangkutan, seperti apabila tersedia 

banyak sedikit barang yang bersangkutan, seperti apabila 

tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan bila 

tersedia banyak barang maka harga akan murah, jika harga 

suatu barang naik maka permintaan akan turun, sebaliknya jika 

harga barang tersebut turun maka permintaan barang akan 

naik. Berdasarkan Hukum permintaan tersebut, dapat dipahami 

adanya hubungan antara permintaan dengan harga sebab 

barang yang tersedia pada produsen tidak dapat memenuhi 

semua permintaan tersebut sehingga untuk membatasi jumlah 

pembelian produsen akan menaikkan harga jual jumlah produk 

tersebut dan penjual akan berusaha menggunakan kesempatan 

tersebut untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungannya 

dengan cara menaikkan harga jual produknya.  

Sebaliknya, jika permintaan produk sedikit maka harga akan 

menjadi turun dan jika harga turun maka yang berminat 

dengan produk akan lebih banyak. Adapun penjelasannya 

sebagai berikut: 

a) Barang yang akan dipasarkan relatif lebih banyak 

sehingga permintaan sedikit, maka dari itu produsen akan 

menurunkan harga jual dari barang tersebut. 

b) Produsen hanya meningkatkan keuntungan harga jual dari 

barang yang akan dipasarkan nantinya. (Muchtar, 1995) 

Menurut Muchtar bahwa mengurangi keuntungan dengan 

menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan 

volume penjualan dan ini pada giliran yang meningkatkan 

keuangan. (Kahf, 1995, hal. 29) 

2) Penawaran 
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Penawaran  merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

penjual untuk menawarkan barang yang akan dijual belikan ke 

pasar tertentu. (Khaldun, 1986). Bermacam-macam tingkatan 

harga yang akan di tawarkan oleh penjual ke pasar tertentu. 

Faktor- faktor yang mempengaruhi penawaran produk penjual, 

sebagai berikut : 

a) Harga barang itu sendiri 

b) Harga barang lainnya (Nur laily, 2013, hal. 14) 

c) Ongkos kirim dan biaya dari produk 

d) Tujuan dari Produk dari perusahaan 

e) Alat Teknologi yang digunakan. (Ya'qub, 2000) 

Dengan demikian, Hukum Penawaran merupakan 

pernyataan dimana harga barang tergantung dengan kualitas 

barang dan jumlah barang yang akan di pasarkan oleh 

Produsen. (Hamdi, 2003) 

Penawaran ini menunjukkan adanya jika barang yang 

ditawarkan sangat banyak maka harga barang relatif  

cenderung lebih murah atau turun. Dan sebaliknya jika barang 

yang ditawarkan lebih sedikit maka harga barang relatif lebih 

mahal atau naik ini disebabkan adanya penawaran di Pasaran. 

f. Konsep Harga Menurut Pemikir dan Pakar Muslim 

1) Konsep Harga Abu Yusuf 

Abu Yusuf adalah mufti pada masa kekhalifahan Harun al-

Rasyid, Ia menulis buku pertama tentang sistem perpajakan 

dalam Islam yang berjudul Kitab Al-Kharaj. Abu Yusuf 

tercatat sebagai sebagai ulama awal yang mulai menyinggung 

mekanisme pasar. Fenomena yang terjadi pada masa Abu 

Yusuf adalah pada saat terjadi kelangkaan barang maka 

cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut 

melimpah maka harga cenderung turun atau lebih rendah. 
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Abu Yusuf mengatakan , “Tidak ada batasan tertentu 

tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut 

ada yang mengatakannya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. 

Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga 

dengan mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. 

Murah dan halal merupakan ketentuan Allah. Kadang 

makanan sangat sedikit tetapi murah”.  

Pandangan Abu Yusuf tersebut menunjukkan adanya 

hubungan negatif antara persediaan (supply) dengan harga. Hal 

ini benar bahwa harga itu tidak tergantung pada Supply itu 

sendiri sehingga berkurang atau bertambahannya harga 

semata-mata tidak berhubungan dengan bertambah atau 

berkurangnya dalam penawaran. Dalam hal ini, Abu Yusuf 

tampaknya menyangkal pendapat umum mengenai hubungan 

terbalik antara permintaan dengan harga. Pada kenyataannya, 

harga tidak tergantung pada penawaran saja, tetapi juga 

permintaan. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada variabel lain 

yang mempengaruhi, tetapi beliau tidak menjelaskan secara 

rinci. 

Dalam analisis ekonomi pada masalah pengendalian harga, 

Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga 

karena harga adalah ketentuan Allah. Maksudnya adalah harga 

akan terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku di 

suatu tempat pada waktu tertentu sesuai dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi harga itu sendiri. Pendapat Abu Yusuf ini 

relavan pada pasar persaingan sempurna, di mana banyak 

penjual dan banyak pembeli sehingga harga ditentukan oleh 

pasar. (Veithzal Rivai Zainal, 2018, hal. 465-466) 

2) Konsep Harga Al Ghazali 

Seperti halnya para cendekiawan muslim terdahulu, 

perhatikan Al Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak 
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terfokus pada satu bidang tertentu saja, tetapi meliputi seluruh 

aspek kehidupan manusia. Ia melakukan studi keIslam secara 

luas untuk mempertahankan ajaran agama Islam. Perhatiannya 

di bidang ekonomi terkandung dalam ilmu fikihnya karena 

pada hakikatnya ekonomi tidak terpisahkan dari fikih Islam. 

Pemikiran sosio ekonomi Al Ghazali berakar pada sebuah 

konsep yang disebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islam. 

Tema yang menjadi pangkal seluruh karyanya adalah konsep 

maslahat atau kesejahteraan bersama sosial atau utilitas 

(kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup 

semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara 

individu dengan masyarakat. 

Menurut Al Ghazali, hukum alam adalah segala sesuatu 

yang meliputi ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri 

sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Begitu 

pula dengan pendapat Al Ghazali mengenali pasar keteraturan 

alami (natural order), yaitu harga di pasar akan terbentuk 

secara alami sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga dan pendapat ini lebih cocok pada dasar pasar 

persaingan sempurna. 

Al Ghazali menjelaskan secara ekplisit mengenai 

perdagangan regional, “Praktik-praktik ini terjadi di berbagai 

koto dan Negara. Orang-orang yang melakukan perjalan ke 

berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat dan makanan 

yang membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang 

akhirnya diorganisasikan ke kota-kota yang mungkin tidak 

mempunyai alat-alat yang dibutuhkan dan di desa-desa yang 

mungkin tidak memiliki semua bahan makanan yang 

dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya 

menimbulkan kebutuhan alat transportasi. Terciptalah kelas 

perdagangan ragional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja 
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mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras 

memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapatkan 

keuntungan”. 

Kendati Al Ghazali tidak menjelaskan konsep permintaan 

dan penawaran dalam terminologi modern. Terdapat banyak 

bagian dari buku-bukunya yang berbicara mengenai harga 

yang berlaku seperti hal yang ditentukan oleh praktik-praktik 

pasar. Konsep ini kemudian dikenal sebagai Al Adl (harga 

yang adil) di kalangan ilmuan Muslim atau equilibrium price 

(harga keseimbangan) di kalangan ilmuan Eropa Kontemporer. 

Sejalan dengan konsep permintaan dan penawaran, kurva 

penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas yang dinyatakan. 

Jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjual hasil 

panen pada harga yang lebih murah. Sementara kurva 

permintaan turun dari kiri atas ke kanan bawah yang dijelaskan 

sebagai harga dapat menurun dengan mengurangi permintaan. 

Seperti halnya pemikir lain pada masanya, Al Ghazali juga 

berbicara tentang harga yang biasanya langsung dihubungkan 

dengan keuntungan. Keuntungan belum secara jelas dikaitkan 

dengan pendapat dan biaya. Bagi Al Ghazali, keuntungan 

adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, resiko bisnis 

dan ancaman diri terkait keselamatan si pedagang. Walaupun 

ia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk 

menjadi motivasi pedagang, bagi Al Ghazali keuntungan 

sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak. Adapun 

keuntungan normal menurutnya berkisaran antara 5 sampai 10 

persen dari harga barang. (Veithzal Rivai Zainal, 2018, hal. 

466-467) 

3) Konsep Harga Adil menurut Ibnu Taimiyah 

Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah : 
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“Nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan 

diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan 

barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis 

lainnya di tempat dan waktu tertentu”  

Ada dua tema yang seringkali ditemukan dalam 

pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni 

kompensasi yang setara/adil (Iwad al-Mitsl) dan harga yang 

setara/adil (Tsaman al-Mitsl). Ibnu Taimiyah berkata: 

“kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-

hal yang setara, dan itulah esensi dari keasiadilan (Nafs al-

‘Adl)”. Iwadh al-Mitsl adalah penggantian yang sama yang 

merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut 

adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir 

oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, 

disinilah esensi dari keadilan. Adapun Tsaman al-Mitsl adalah 

nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat 

diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan 

barang yang dijual itu atau barang-barang yang sejenis lainnya 

ditempat dan waktu tertentu. Keadilan menurut Ibnu Taimiyah 

berhubungan dengan prinsip La Dharar yakni tidak melukai 

dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil 

akan mencegah terjadinya tindak kezaliman. Ibnu Taimiyah 

membedakan dua tipe penetapan harga : tak adil dan tak sah, 

serta adil dan sah.  

Ibnu Taimiyah  menyatakan tentang kompensasi yang adil 

dan harga yang adil memiliki dasar pengertian yang berbeda. 

Permasalahan tentang kompensasi yang adil muncul ketika 

membongkar masalah moral atau kewajiban hukum (berkaitan 

dengan kepemilikan barang). Adapun prinsip-prinsip itu 

berkaitan dengan kasus-kasus berikut : (Amalia, 2010, hal. 

210-211). 
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a) Ketika seseorang bertanggung jawab menyebabkan terluka 

atau rusaknya orang lain (nufus), hak milik (amwal), dan 

keuntungan (manafi). 

b) Ketika seseorang mempunyai kewajiban membayar 

kembali barang atau Profit yang setara atau membayar 

ganti rugi atas terlukanya salah satu bagian dari anggota 

tubuhnya. 

c) Ketika seseorang dipertanyakan telah membuat kontrak 

tidak sah (al-‘Uqudal-Fasidah) ataupun kontrak yang sah 

(al-;Uqud al-Shalihah) pada peristiwa yang menyimpang 

(arsh) dalam kehidupan maupun hak milik. 

Tujuan utama dalam harga yang adil adalah memelihara 

keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan 

hubungan-hubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada 

konsep harga adil pihak penjual dan pembeli sama-sama 

merasakan keadilan. (Amalia, 2010, hal. 213) 

4) Konsep Harga Ibnu Khaldun 

Dalam karyanya, Ibnu Khaldun membagi jenis barang 

menjadi barang kebutuhan pokok dan mewah. Menurutnya, 

bila suatu berkembang dan populasinya bertambah banyak 

maka harga-harga kebutuhan pokok akan mendapatkan 

prioritas pengadaannya. Akibatnya penawaran meningkatkan 

sehingga harga turun. Sedangkan untuk barang-barang mewah, 

permintaannya akan meningkat sejalan dengan 

berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya 

harga barang mewah akan meningkat. Bagi Ibnu Khaldun, 

harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. 

Pengecualian satu satunya dari hukum ini adalah harga emas 

dan perak yang menjadi standar moneter. Semua barang-

barang lain terlena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. 

Bila suatu barang langka dan banyak diminta maka harganya 
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tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan 

rendah. (Hadi, 2019) 

Mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan 

harga keseimbangan menurut Ibnu Khaldun adalah adanya 

pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan 

barang pada sisi permintaan. Setelah itu pada sisi penawaran, 

ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi 

karena pajak dan pungutan-pungutan lainnya di kota tersebut. 

Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun sebagaimana Ibnu 

Taimiyah telah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan 

penawaran sebagai penentu harga keseimbangan. 

Ibnu Khaldun kemudian mengatakan keuntungan yang 

wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan 

keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu 

perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. 

Sebaliknya jika pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi 

akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan 

konsumen. Padapat Ibnu Khaldun juga sama dengan pendapat 

tokoh-tokoh lainnya dan perbedaan terletak pada sudut 

pandang. Secara eksplisit, Ibnu Khaldun menjelaskan jenis-

jenis biaya yang membentuk penawaran dan fenomena yang 

terjadi. (Veithzal Rivai Zainal, 2018, hal. 469). 

g. Intervensi Pemerintah dalam Regulasi Harga 

Harga keseimbangan dalam pasar bebas (competitive 

market price) adalah harga terbaik sebab mencerminkan kerelaan 

antara produsen dan konsumen yang menemui persyaratan 

admaddin in kum. Meskipun demikian, terkadang harga 

keseimbangan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat secara 

keseluruhan karena tingkat harga selalu tinggi atau terlalu rendah 

atau proses pembentukan harga tersebut yang tidak wajar. Dalam 
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dunia nyata, mekanisme pasar juga seringkali tidak berjalan 

dengan baik. (Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam , 2015) 

Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara oleh 

manusia untuk sumber pangan, sumber Industri dan sebagai 

pembantu manusia untuk bekerja dibidang pertanian. Menurut 

Supriyetno hewan ternak adalah jenis hewan yang banyak di 

pelihara oleh masyarakat karena menghasilkan produk makanan 

bergizi dan sebagai sumber protein hewani yang disukai dan 

terjangkau. (Eko, 2005). Jadi Hewan ternak merupakan hewan 

yang dipelihara oleh manusia untuk dijadikan sebagai alat untuk 

mata pencarian sehari-hari. 

Harga hewan qurban ditetapkan sesuai dengan mutu hewan 

qurban menurut penilaian yang berlaku umum dan tampaknya 

sudah dipakai turun temurun sejak zaman dahulu. Adapun harga 

hewan qurban kambing, yaitu : 

1) Kambing Standar : Harga Rp. 1.850.000 

2) Kambing Medium : Harga Rp. 2.150.00 

3) Kambing Premium : Harga Rp. 2.500.000 

Harga hewan qurban sapi, yaitu : 

1) Sapi dengan bobot 85 kg : Rp. 15.800.000 

2) Sapi dengan bobot 86 kg : Rp. 16.000.000 

3) Sapi dengan bobot 87 kg :  Rp. 16.300.000 

Berikut macam-macam ciri-ciri fisik sapi yang berkualias : 

1) Badan kommak (proposional), Rangka tubuh dari sapi ini 

tampak kokoh dan lebar dan tebal 

2) Tubuh tinggi dan panjang bagian tubuh depan dan tubuh 

belakang terlihat sama 

3) Dada pada sapi terlihat lebar pada umumnya sehingga 

pertumbuhan daging dari sapi dibagian dada sapi cukup 

banyak atau maksimal 
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4) Mata sapi bersinar dan bulu pada sapi pendek dan kering dan 

juga sapi responsive pada lingkungan sekitar. 

5) Perut sapi kecil tetapi pantat sapi besar. Perut sapi yang besar 

mengidentifikasi terserang cacingan pada sapi dan sapi yang 

perutnya besar juga mempengaruhi jumlah karkas sehingga 

pertambahan bobot pada sapi banyak terdapat di dalam perut 

sapi dan mengurangi daging pada bagian lain, seperti paha, 

dada, dan pantat sapi. 

6) Kaki sapi kokoh dan terlihat besar 

7) Bentuk kaki sapi normal dan tidak berbentuk X dan O 

8) Sapi tidak kurus dan tidak terlalu gemuk. (Komariah, 2002) 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dan dipahami 

bahwa penjualan harga hewan ternak yang untuk di qurbankan 

yaitu yang memiliki postur tubuh yang proposional, tinggi, dada 

yang lebar, perut sapi yang tidak besar. (Shobirin, 2015) 

2. Qurban 

a. Pengertian Qurban 

Qurban berasal dari bahasa Arab “Qurban”, yang berarti 

dekat. (Mulyana, 2016). Di dalam ajaran Islam, qurban disebut 

juga dengan al-udhhiyyah dan adh-dhahiyah yang berarti binatang 

sembelihan, seperti unta, sapi atau kerbau dan kambing yang 

disembelih pada hari raya Idul Adha dari hari-hari tasyriq sebagai 

bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. (Abdullah, 

2016). Qurban mengingatkan seorang mukmin kepada suatu 

peristiwa yang melukiskan satu kesediaan memberi qurban kepada 

yang lebih tinggi dan lebih besar, yakni peristiwa pengorbanan 

yang diperintahkan Allah kepada Ibrahim dan anaknya Ismail. 

(Sartiyati, 2011) 

Dalam kamus bahasa Indonesia, kita qurban berarti 

mempersembahkan kepada Tuhan seperti biri-biri, unta yang 

disembelih pada hari raya lebaran haji. Kata Al-Qur’an dalam 
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bahasa Indonesia adalah terjemah dari bahasa Arab. Qurban berarti 

dekat, istilah lain yang bisa digunakan adalah Narh (sembelihan) 

dan Udliyyah (sembelih atau hewan sembelih) dalam Fiqh  biasa 

menggunakan istilah Udhiyyah, Tadhiyyah, Adlhah dan 

Dlahiyyah. (Jayusman, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah 

Kurban Kolektif, 2012) Mendekatkan diri kepada Allah SWT 

dengan mengerjakan sebagai perintahnya. Kurban yang digunakan 

sebagai kata sehari-hari dalam istilah Agama disebut “udhhiyah”. 

(Jayusman, 2012) 

Secara etimologi qurban berarti sebutan bagi hewan yang 

akan di qurban atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari 

raya Idul Adha. (Falikhah, 2015) Adapun definisi secara fiqh 

adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat 

mendekati diri kepada Allah SWT dan dilakukan pada waktu 

tertentu atau dapat mendefinisikan dengan hewan-hewan yang 

disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekati diri 

kepada Allah SWT. (Az-Zuhaili W. , Fiqih Islam Wa Adilatuhu 

Jilid 4, 2007, hal. 254) 

Hukum qurban ialah sunnah mu’akkadah. Hewan yang 

dianggap cukup untuk qurban adalah kambing domba yang telah 

berumur satu tahun lebih, kambing biasa yang telah berumur dua 

tahun lebih, unta yang telah berumur lima tahun lebih dan sapi 

yang telah menginjak umur tiga tahun. 

b. Dasar Hukum berqurban 

Ibadah qurban disyariatkan pada tahun ketiga Hujriyah, sama 

halnya dengan zakat dan shalat hari raya. Landasan 

pensyariatkannya dapat ditemukan dalam Al-Qur’an, As-Sunah 

dan Ijma’ 

1) Al-Qur’an 

a) Dalam Q.S Al-Kautsar ayat : 2 
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⬧ ◼⧫ ⧫◆ 

    

“maka laksanakanlah Shalat karena Tuhanmu dan 
berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri 

kepada Allah SWT)” 

 

 

b) Dalam Q.S As-Saffat ayat : 102 

⬧⬧ ◼⧫ ➔⧫ 

 ⧫⬧ 

⧫  

◆  

◆☺ 

 ⧫ 

→⬧ ⬧⧫ 

⧫⬧  ⧫⬧ 

⧫⧫ ➔ 

⧫ ⧫⬧➔  
⧫  

◆   

⧫ 

    

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) 

berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai 

anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa 

aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" 

ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang 

diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan 

mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar".” 

c) Sunah 

Rasulullah Saw bersabda sebagai berikut : 

“Dari Abu Hurairah, “Rasulullah Saw. Telah bersabda, 

barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak 

berkurban, maka janganlah ia mendekati (menghampiri) 

tempat shalat kami” (HR. Ahmad dan Ibn Majah) 

d) Ijma’ 
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Seluruh umat Islam sepakat bahwa berkurban 

adalah perbuatan yang disyariatkan Islam. Banyak Hadist 

yang menyatakan bahwa berkurban adalah sebaik-baiknya 

perbuatan di sisi Allah SWT. Yang dilakukan seorang 

hamba pada hari raya qurban. Demikian juga bahwa hewan 

qurban itu akan datang pada hari kiamat kelak persis 

seperti pada kondisi ketika ia disembelih di dunia. (Erina, 

2017) Lanjut dinyatakan darah hewan qurban itu terlebih 

dulu akan sampai keempat yang diridhai Allah Swt. 

Sebelum jatuh kepermukaan bumi, sebagaimana kurnam 

adalah ajaran yang dilakukan Nabi Ibrahim a.s, seperti 

dinyatakan oleh Firman Allah Swt (az-Zuhaili, 2007)  

⬧◆  

→⧫     

“dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang 
besar” 

Qurban menurut istilah (trimonologi) terdapat beberapa 

para pendapat ulama madzhab yang menyimpulkan : 

1) Madzhab Imam Hanafi  

Berqurban hukumnya wajib satu kali setiap tahun bagi 

seluruh orang yang menetap di negerinya. (Az-Zuhaili W. , 

Fiqh wa adilatuhu, Jilid 4, 2007, hal. 256). Alasan beliau 

antara lain adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Kautsar 

ayat 2, yaitu : 

⬧ ◼⧫ ⧫◆ 

    

“Maka dirikanlah Shalat Karena Tuhanmu dan berqurban-

lah” 

Dan sabda Rasulullah SAW : 
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“Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan tetapi 

tidak berqurban, maka janganlah ia menghampiri tempat 

shalat kami” (HR Ahmad dan Ibnu Majah).  

Abu Yusuf dan Muhammad, hukumnya sunnah muakkad 

(yang amat dianjurkan) bagi orang yang memiliki 

kemampuan. (Zahro, 2018, hal. 397) 

2) Madzhab Imam Maliki 

Berqurban hukumnya “Sunnah Muakkad bagi orang yang 

memiliki kemampuan”. 

3) Madzhab Syafi’i 

Berqurban hukumnya adalah “Sunnah Muakkad” cukup 

sekali berqurban untuk seumur hidup. Menurut Imam 

Madzhab Imam Syafi’I perintah tidak menunjukkan “tikrar”, 

yaitu melakukan ibadah qurban dilakukan tidak setiap tahun 

cukup sekali saja seumur hidup. (Cholili, 2016) Cara 

pelaksanaan qurban menurut madzhab Imam Syafi’I 

hukumnya ada dua cara yaitu: 

a) Sunnah ‘Ain, yaitu sunnah secara perorangan bagi yang 

memiliki kemampuan untuk berqurban. 

b) Sunnah Kifayah, yaitu jika ada satu keluarga meskipun 

jumlah keluarganya banyak, maka jika ada salah seorang 

didalam keluarga tersebut yang berqurban maka cukuplah 

ia mewakili untuk semua keluarganya. Sebagaimana 

Rasulullah bersabda, “Mikhnaf bin Sulaiman berkata: 

“ketika kami berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW, 

akuu mendengar beliau berkata: wahai para sahabat, 

untuk setiap satu keluarga setiap tahunya dianjurkan 

untuk berqurban”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan 

Turmudzi. Hadia Hasan Gharib) (Al-Tirmidzi, 1997, hal. 

165) 
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Adapun menurut madzhab-madzhab selain Hanafiyah, 

hukum berqurban adalah sunnah muakad bukan wajib serta 

makruh meninggalkannya bagi seorang yang mampu 

melakukannya. Menurut pendapat yang popular dalam 

mazhab maliki, hukum seperti ini berlaku bagi orang yang 

tidak sedang menunaikan ibadah haji yang pada saat itu 

tengah berada di Mina. 

Menurut mereka sangat dianjurkan bagi orang yang mampu 

untuk mengeluarkan qurban bagi setiap anggota keluarganya, 

meskipun jika orang itu hanya berqurban sendirian lantas 

meniatkannya sebagai perwakilan dari seluruh anggota 

keluarganya atau orang-orang yang dalam tanggungnya maka 

qurban yang bersangkutan tetap dipandang sah. Madzhab 

Syafi’I hukum berqurban adalah sunnah ‘ain bagi setiap 

orang, yaitu sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang 

mampu dan satu kali dalam seumur hidup dan sunnah kifayat 

(setiap tahun) bagi setiap keluarga yang berjumlah lebih dari 

satu. Dalam arti apabila salah seorang dari anggota keluarga 

tadi telah menunaikannya, maka dipandang sudah mewakili 

seluruh keluarga. 

Argumentasi yang dikemukakan madzhab Hanafi dalam 

mewajibkan qurban adalah Sabda Rasulullah SAW : 

Artinya : “Siapa yang dalam kodisi mampu lalu tidak 

berqurban, maka janganlah mendekati tempat shalat kami 

ini”. 

Menurut mereka, ancaman yang seperti ini tidak akan 

diucapkan Nabi SAW terhadap orang yang meninggalkan 

suatu perbuatan yang tidak wajib. (al-Hanafi, hal. 144). 

Berqurban adalah suatu bentuk ibadah yang ditentukan 
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waktunya secara khusus, yaitu yang disebut dengan “hari 

berqurban”. Penisbatannya pada hari tertentu seperti itu 

mengindikasikan kewajiban hukum melaksanakannya sebab, 

penisbatan tersebut berarti pengkhususan adanya 

penyembelihan hewan pada hari itu. Padahal, hanya status 

wajib sajalah yang bisa memaksa masyarakat secara umum 

untuk mewujudkan qurban pada hari itu. 

Adapun penyebab terjadinya perubahan hukum berqurban 

(Dua macam hukum berqurban, menurut Madzab Hanafi 

hukum berqurban ada dua macam : wajib dan sunah adapun 

yang wajib terdiri atas beberapa kondisi antara lain : 

1) Qurban yang disebabkan nadzar, seperti ucapan seorang, 

“saya bernadzar untuk berqurban karena Allah dengan 

seekor domba atau seekor unta. Berqurban dalam kondisi 

seperti ini hukumnya wajib, baik yang mengucapkannya 

adalah seorang yang kaya ataupun orang yang miskin. 

2) Hewan yang sengaja dibeli dengan tujuan diqurbankan 

yaitu jika yang membeli itu orang yang miskin. Dengan 

kata lain, apabila seorang miskin membeli seekor domba 

dengan niat berqurban dengannya maka hukum qurbannya 

adalah wajib. Alasannya jika seseorang yang sebenarnya 

tidak wajib membeli seekor hewan untuk diqurbankan 

maka merealisasikan tindakan tersebut hukumnya wajib. 

Menurut kebiasaan umum, tindakannya itu sama saja 

tindakan nadzar untuk berqurban. (Az-Zuhaili W. , Fiqih 

Islam Wa Adilatuhu Jilid 4, 2007, hal. 258) 

Qurban yang dituntut dari seorang kaya bukan orang 

miskin, untuk melaksanakannya pada setiap hari raya idul 

adha qurban dimaksud bukan dalam rangka bernadzar atau 
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sengaja dibeli untuk disembelih melainkan sebagai ekspresi 

dan rasa syukur terhadap nikmat kehidupan yang diberikan 

Allah Swt dan menghidupkan sunah yang diwariskan Nabi 

Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih domba jantan 

pada tanggal 10 Dzulhijah sebagai ganti dari penyembelihan 

anaknya. Demikian juga sebagai kendaraan bagi yang 

bersangkutan ketika meniti sirath di akhirat kelak. 

c. Sunah dan Anjuran dalam Berqurban 

1) Menyembelih sendiri hewan qurbannya, jika tidak mampu 

maka dianjurkan hadis dan menyaksikan penyembelihan. 

2) Penyembelihan dan hewan yang disembelih menghadap kiblat 

dengan menempatkan lambung kiri disebelah hewan. 

3) Mengikat hewan qurban dengan cara kedua kaki kiri dan 

bagian kepala binatang diikat kuat-kuat, sedangkan kedua kaki 

kanannya diikat tidak terlalu kuat untuk memberikan peluang 

gerak baginya. 

4) Tidak mencukur rambut dan memotong kuku. Jika seseorang 

berniat hendak berqurban dan telah masuk bulan Zulhijah, 

dilarang baginya mencabut atau memotong sesuatu dari 

rambut, kuku atau kulinya sampai dia menyembelih binatang 

qurbannya. 

5) Membaca Basmallah, maka orang yang menyembelih sunah 

membaca Bismillah.  Adapun yang lebih sempurna, adalah 

Bismillahirahmanirahim. Jika tidak membaca Basmalah, maka 

binatang yang disembelih tetap halal. (Mubarok, 2013, hal. 

262)  

QS. AL-AN’AM AYAT 121 

◆ ❑➔→⬧ ☺ 
⬧   

 ◼⧫ 
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◆ ⬧  
◆ ✓◆ 

⧫❑❑⬧ ◼ 
◆ 
❑  

◆ 
➔❑☺➔⬧ 

 
⧫❑   

Artinya : 

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak 

disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya 

perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefaksikan. 

Sesungguhnya setan itu membisikan kepada kawan-kawannya 

agar mereka membantah kamu dan jika kamu menuruti 

mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang 

yang musyrik”. 
6) Bertakbir, sebelum membaca basmalah atau sesudahnya 

sebanyak tiga kali, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam 

Mawardi. 

7) Berdo’a meminta agar qurbannya diterima di sisi Allah Saw, 

maka orang yang menyembelih hendaknya membaca do’a. 

“Ya, Allah Qurban ini adalah dari engkau dan kembali pada 

engkau, maka kabulkanlah (terimalah) qurban ini, kepada 

engkau dengan qurban ini, semoga engkau terima qurban ini 

dari ku”.  

8) Tidak memperlihatkan penyembelihan kepada binatang lain. 

9) Menutupi kepala binatang yang akan disembelih dengan kain 

atau daun yang lebar. 

10) Binatang yang berleher pendek, seperti sapi dan kambing 

dipotong pada bagian tengah lehernya sedangkan binatang 

yang panjang pada lehernya dipotong pada bagian terdekat 

dengan tubuh. 
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11) Memotong kedua urat besar pada bagian kiri dan kanan leher 

binatang hingga putus. (Al-Bigha, 2018, hal. 365) 

d. Syarat-syarat Qurban 

1) Syarat-syarat yang diwajibkan atau disunahkannya qurban 

Agar qurban menjadi wajib (menurut pendapat madzab 

selain Hanafiyah), maka disyaratkan adanya kemampuan dari 

si pelaku untuk melakukan qurban. Dengan demikian 

berqurban pada hari raya Idul Adha tidaklah dituntut dari 

orang yang mampu melakukannya. 

Menurut madzhab Hanafi, kemampuan yang dimaksud 

adalah adanya kelapangan yang bersifat fitrah (alami). (Wabah 

A.-Z. , 2007, hal. 260). Adapun menurut madzhab Syafi’I 

orang yang disebut mampu dalam hal ini adalah yang memiliki 

uang untuk membeli hewan qurban diluar kebutuhannya dan 

kebutuhan orang-orang yang berada dibawah tanggungannya 

selama hari raya Tasriq, yaitu selama waktu pelaksanaan 

qurban. Sedangkan menurut madzah Hambali orang yang 

disebut mampu adalah yang bisa mendapatkan uang untuk 

membeli hewan qurban itu sekalipun dengan berutang, asalkan 

orang itu yakin akan bisa melunasinya dikemudian hari. 

2) Syarat Sahnya Berqurban 

Jenis binatang yang sah untuk berqurban adalah jenis 

binatang ternak yang dipelihara atau diternakkan untuk 

dimakan dagingnya. Binatang tersebut meliputi empat macam 

yaitu kambing, kerbau, sapi dan unta. (Darson, 2009, hal. 8)  

Untuk sahnya qurban di syaratkan hal-hal sebagai berikut : 

a) Hewan yang akan diqurbankan itu terbebas dari cacat-cacat 

yang nyata dan biasanya membawa pada berkurangnya 

dagingnya atau timbulnya penyakit yang membahayakan 

kesehatan orang-orang yang memakannya. (Wabah A.-Z. , 

Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4, 2007, hal. 261). Maka 
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dari itu hendaknya hewan yang akan diqurbankan sehat 

dan tidak bercacat, maka tidak boleh yang pincang, buta 

sebelah, berkurap atau kurus. Hal ini didasarkan dalam 

Hadist Nabi Saw: “tiga macam binatang yang tidak sah 

dijadikan qurban adalah : rsak matanya, sakit pincang dan 

kurus yang tak berdaya” (HR Ahmad) dan hadist Nabi 

Saw : “janganlah kamu menyembelih untuk qurban 

melainkan yang telah berganti gigi, kecuali jika sukar di 

dapatkan, maka boleh yang berumur satu tahun dari 

domba”. (HR Muslim). (Ahmad Z. , Fiqih Kontemporer, 

(Buku I, Cet. ke-1), 2018, hal. 387) 

Dengan demikian, sesuai dengan penegasan dalam 

hadis, “tidak dibolehkan berqurban dengan hewan yang 

buta parah sebelah matanya, yang menderita sakit parah, 

yang jelas kepincangan salah satu kakinya dan yang sangat 

kurus badannya sehingga tidak terlihat bersumsum (tulang 

kakinya). (Wabah A.-Z. , Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 

4, 2007, hal. 261) 

b) Hendaklah telah cukup besar, jika hewan itu bukan dari 

jenis benggala. Jika dari jenis ini mak cukup jadza’ atau 

yang lebih besar dari padanya. Jadza maksudnya yang 

telah mencapai umur enam bulan dan gemuk badannya. 

Adapun ketentuan umur binatang qurban yang telah 

dikatakan cukup umur apabila telah mencapai umur yang 

telah ditentukan syarak antara lain : 

i. Domba sekurang-kurangnya berumur satu tahun 

telah berganti gigi (musinnah). Rasulullah SAW 

bersabda dalam sebuah hadist sebagai berikut : 

Artinya : 

Dari Jabir berkata, Rasulullah Saw bersabda. 

“janganlah engkau menyembelih (berqurban) 
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kecuali telah berganti gigi. Kecuali apabila engkau 

sulit mendapatkannya maka sembelihlah yang telah 

berumur satu tahun dari (jenis) domba. 

(HR.Muslim). (Rusyd, 2009, hal. 291) 

ii. Kambing yang telah berumur dua tahun lebih 

iii. Unta yang telah berumur lima tahun lebih 

iv. Sapi, Kerbau, yang telah berumur dua tahun lebih. 

(Sulaiman, 2017, hal. 476) 

c) Hewan qurban itu harus milik orang yang berqurban, yang 

diperbolehkan dengan cara yang dibenarkan oleh Syari’at. 

Oleh karena itu, tidak dibolehkan berqurban dengan hewan 

yang diperoleh dengan cara ghasab atau hasil curian, yang 

diperbolehkan melalui transaksi yang tidak benar, dan yang 

dibelinya melalui harta yang kotor lagi haram misalnya 

hasil riba dan lainnya. (Wahf S. A.-Q., 2006, hal. 510) 

Seorang muslim harus benar-benar memilih hewan 

qurban yang berkumpul padanya padanya sifat-sifat yang 

disunahkan karena yang demikian itu merupakan bagian 

dari pengagungan syia’ar-syi’ar Allah SWT. 

QS AL-HAJJ AYAT 32 : 

 

Artinya : 

“Demikianlah (perintah Allah) dan barang siapa 
mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, Maka Sesungguhnya 

itu timbul dari ketakwaan hari”. (Qs. Al-Hajj ayat 32). 

(RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 2005, hal. 336) 

d) Hewan qurban itu harus dari jenis yang telah ditentukan 

oleh syariat, yaitu unta, sapi dan kambing, semuanya itu 

termasuk binatang ternak. 

Allah SWT berfirman : 

 

QS. AL-HAJJ AYAT 34 : 
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→◆  
➔ ⧫ 

◆ 
  ◼⧫ 

⧫ ⬧◆  
☺⧫ 

➔  
⬧⬧ 

⬧ ◼◆ 
⬧⬧ 

❑☺  
◆ 

⧫✓☺ 
 

Artinya : 

“Dan bagi tiap-tiap umat Telah kami syariatkan 

penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut nama 

Allah terhadap binatang ternak yang Telah direzekikan 

Allah kepada mereka”. (Qs. Al-Hajj :34). 

  

Imam Nawawi menyebutkan ijma’ yang 

menyepakati bahwa qurban itu tidak boleh kecuali unta, 

sapi dan kambing. (Wahf S. A.-Q., 2006, hal. 511) 

e) Qurban tersebut dilaksanakan pada waktu yang telah 

ditentukan. Menurut madzab Hanafi, waktu berqurban 

adalah tanggal 10, 11, 12 Dzulhijah mencakup malam-

malamnya, yaitu yang terdiri atas malam tanggal 11 dan ke 

12. (Wabah A.-Z. , Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4, 

2007, hal. 262).  Dengan demikian tidak sah qurban yang 

dilakukan pada malam hari raya yaitu tanggal 10 begitu 

pula malam tanggal 13 dzulhijah. Alasannya adalah 

pernyataan tiga orang sahabat Nabi (Umar binal-Khathab, 
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Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas r.a). “Hari-

hari qurban itu tiga  hari, yang utama adalah hari 

pertama”. Sedang fuqaha Syafi’iyah berpendapat bahwa 

waktu diperbolehkannya menyembelih binatang qurban 

adalah tiga hari, yaitu tanggal 10, 11, dan 12 Dzulhijah. 

Aalasannya ini adalah hadis Nabi SAW. “pada masing-

masing hari Tasyriq adalah waktu menyembeli qurban”. 

(HR. Ahmad dan Ad- Daruquthni). Hari Tasyrik adalah 

tanggal 10, 11 dan 12 Dzulhijah. (Ahmad Z. , Fiqih 

Kontemporer, (Buku I, Cet. Ke-1, 2018, hal. 388) 

Madhzab Maliki menambahkan dua persyaratan qurban 

lainnya, yaitu sebagai berikut : 

a) Yang melakukan penyembelihan orang muslim. Dengan 

demikian, tidak sah penyembelihan dilakukan orang kafir, 

sekalipun dari ahlul kitab dan walaupun yang bersangkutan 

mendapat mandate dari sipemilik qurban untuk melakukan 

penyembelihan itu. Akan tetapi jika penyembelihan hewan 

qurban itu tetap terjadi maka tetap boleh dimakan. 

Sementara itu menurut madzab selain malikiyah, 

hukumnya hanya dianjurkan agar penyembelihan itu tidak 

dilakukan oleh selain muslim. Sebagaimana makruh 

hukumnya penyembelihan yang dilakukan oleh seorang 

kafir dzimi dari ahlul kitab. Sebagaimana firman Allah 

SWT.  

QS AL-MAIDAH AYAT 5 : 

⧫❑◆  

⬧ →⧫  
➔⬧◆ ⧫ 

❑➔ ⧫ 

  
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➔⬧◆  

⚫  
→⬧◆  

⬧☺ 

→⬧◆  

⧫ ❑➔ 

⧫  

⬧ ⬧ 

➔❑☺⬧◆ 

➔◆❑ ⧫✓⧫➔ 

◆ ⧫✓⬧ ◆ 

✓   
⧫◆ →⧫ 

◆ ⬧⬧ 

 ☺⧫ 

◆❑➔◆  ⧫ 

 ⬧ 

  

Artinya : 

“makanan (sembelihan) orang-orang Al-Kitab halal 

bagimu dan makananmu halal bagi mereka”.  Qs. Al-

Maidah: 5) 

Dalam ayat itu Allah menerangkan kepada kita, 

bahwa sembelihorang-orang Ahlul Kitab itu halal bagi 

orang Islam, ini memberikan arti bahwa sembelihan yang 

lain dari Ahlul Kitab itu haram bagi kita sekalian dan 

sembelihan Ahlul Kitab yang halal bagi kita, yaitu seperti 

sembelih orang Islam yang halal bagi orang Islam. 

Adapun kita melihat seseorang Ahlul Kitab 

menyembelih bukan karena Allah, yaitu karena Nabi Isa 

maka sembelihan itu haramlah bagi kita, dan firman Allah 

yang tersebut di bawah ini : 
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QS AL-BAQARAH AYAT 173: 

☺ ⧫▪ 
→◼⧫ 

⬧⧫☺ 
⧫◆ ⬧⬧◆ 

 
⧫◆  
 ⧫ 
  ☺⬧ 

▪ ◆ 
⧫ ◆ ⧫ ⬧ 
 ◼⧫  
  ❑→ 

▪   

 

 

Artinya : 

“sesungguhnya (Allah) hanya mengharamkan kepadamu 

akan bangkai, darah, daging babi dan apa yang di 

sembelih bukan karena Allah”. (Qs Al-Baqarah : 173) 

Pada ayat diatas sudah terang sekali bahwa 

sembelih orang Islam atau Ahlul Kitab yang bukan karena 

Tuhan itu, haramlah bagi kita dan apabila tidak begitu 

tentu saja ayat di Al-Qur’an itu sia-sia saja.                                               

b) Pembelian hewan qurban itu hendaknya tidak melalui 

patungan. Dengan demikian jika beberapa orang 

bergabung untuk membeli suatu hewan qurban atau hewan 

itu dimiliki oleh beberapa orang yang lalu di sembelih 

sebagai qurban bersama, maka berqurban seperti ini tidak 

sah bagi seluruh peserta patungan. Akan tetapi 

dibolehkannya patungan dalam pahala berqurban apabila 
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diniatkan sebelum dilakukan penyembelihan dan bukan 

setelahnya. Yaitu dalam qurban yang berupa  unta atau sapi 

bukan kambing. Patungan pahala ini boleh diperuntukan 

sampai untuk tujuh orang. (Wabah A.-Z. , Fiqih Islam Wa 

Adillatuhu jilid 4, 2007, hal. 262).  

Sebagaimana Hadis Rasulullah Saw. 

 

Artinya ; 

Dari Jabir berkata “kami menyembelih qurban bersama-

sama Rasulullah Saw. Pada qurban Hudaibiyah satu ekor 

unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh 

orang”. (HR. Muslim). (Hajar, 2013, hal. 607) 

Akan tetapi dalam hal seperti ini menurut pendapat yang 

popular di kalangan madzhab ini diharuskan memenuhi 

tiga syarat sebagai berikut : 

i. Pihak yang diikutkan dalam patungan pahala ini 

adalah dari keluarga dekat yang berqurban itu 

sendiri anaknya, saudara kandungnya atau naik 

pamannya. Termasuk juga hal ini istri dari yang 

bersangkutan. 

ii. Pihak-pihak yang dimaksud adalah orang-orang 

yang dinafkahi oleh orang yang berqurban itu, baik 

penafkahan dimaksud bersifat wajib baginya seperti 

orang tua dan anaknya yang hidup dalam kondisi 

miskin, maupun yang tidak bersifat wajib seperti 

saudara kandung atau anak pamannya. (Wabah A.-

Z. , Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4, 2007, hal. 

262) 

iii. Pihak-pihak dimaksud hendaklah orang-orang yang 

tinggal bersama dengan orang yang berqurban itu 

dalam satu rumah. 
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Akan tetapi, menurut madzhab selain Malikiyyah, 

patungan dalam qurban itu sendiri dibolehkan jika 

hewan yang akan di qurbankan adalah unta dan sapi, 

artinya sah hukumnya berqurban yang diperoleh hasil 

patungan tujuh orang terhadap hewan yang berupa unta 

atau sapi dengan syarat masing-masing pihak bersaham 

sepertujuh bagian. 

 

e. Hikmah Berqurban 

Diantara hikmah disyariatkan berqurban adalah sebagai 

berikut: 

1) Bertaqarub kepada Allah Swt 

2) Menghidupkan sunah imam orang-orang yang bertauhid 

seperti Nabi Ibrahim a.s yang Allah wahyukan kepadanya 

untuk menyembelih anaknya Ismail, kemudian Allah 

menebusnya dengan domba. (Hasbiyallah, Fiqih, 2008, hal. 

14). 

Allah Berfirman didalam Q.S Ash-Shaffat ayat 107 : 

⬧◆ 

 →⧫ 

    

“dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang 
besar” 

Ayat diatas menjelaskan mengenai kesabaran dan ketaatan 

Ibrahim dan Ismail a.s. Maka Allah melarang menyembelih 

Ismail dan untuk meneruskan korban, Allah menggantinya 

dengan seekor sembelihan (kambing). Peristiwa ini menjadi 

dasar disyariatkannya Qurban yang dilakukan pada hari raya 

Idul Adha.  (Suhaeri, 1995) 

3) Menambah kebahagiaan kepada keluarga pada Hari Raya Idul 

Adha dan menebarkan kasih saying kepada fakir miskin. 
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4) Sebagai bentu syukur kepada Allah Swt atas hewan ternak 

yang di berikan kepada kita. (Hasbiyallah, Fiqih, 2008, hal. 

15). 

Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Hajj ayat 36-37 : 

◆ 

➔ ⬧ 

 ➔  

⬧    
⬧ 

  

◼⧫ ◆❑  
⬧⬧ ⧫◆ 

❑ ❑➔⬧ 

 

❑☺➔◆ 

⬧ 

▪⧫➔☺◆  
 

⧫ ⬧ 

➔⬧ ⧫⬧ 

   ⬧ ⧫◆⧫ 

 ❑⧫ ◆ 

⧫⧫ ⬧◆ 

➔◆⧫ 

◆❑   
 ⧫ 

⬧ ⬧ 

 ◼⧫ ⧫ 

  ◆ 

✓⬧☺     

“36. dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu 

sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang 

banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika 

kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah 

terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah 

sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan 

apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang 
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yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-

unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur. 

37. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak 

dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi Ketakwaan dari 

kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah 

menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan 

Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar 

gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.” 

f. Binatang yang akan di Qurbankan. 

Hewan yang boleh dijadikan qurban adalah unta, sapi dan 

kambing atau domba. Selain tiga hewan tersebut, misalnya ayam, 

itik, dan ikan tidak boleh dijadikan qurban Allah Swt berfirman : 

Artinya : 

“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan 

(qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang 

ternak yang telah direzekikan Allah, kepada mereka maka 

Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah 

dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada 

orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).” 

Dalam bahasa Arab, kata bahimatul an’am (binatang ternak) 

hanya mencakup unta, sapi, dan kambing bukan yang lain. Prof. 

Mahmud Yunus dalam kitabnya Al Fiqh Al Wadhih membolehkan 

berqurban dengan kerbau (jamus), sebab disamakan dengan sapi. 

(Yunus, hal. 3) 

1) Jenis kelamin 

Dalam berqurban boleh menyembelih hewan jantan atau 

betina, tidak ada perbedaan, sesuai hadist-hadist Nabi 

Muhammad Saw, yang bersifat umum mencakup berqurban 

dengan jenis jantan dan betina dan tidak melarang salah satu 

jenis kelamin. 

2) Umur 

Sesuai hadist-hadist Nabi Muhammad Saw, dianggap 

mencakup berqurban dengan kambing atau domba berumur 
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satu tahun masuk tahun kedua, sapi atau kerbau berumur dua 

tahun masuk tahun ketiga dan unta berumur lima tahun. 

i. Iuran Qurban Menurut Para Ulama 

a. Pengertian Iuran Qurban  

1) Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan secara 

teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan pemerintah. Iuran juga 

disebut dengan menyerahkan (memberi) sumbangan untuk 

keperluan bersama. (Nasional D. P., 2011) 

2) Qurban adalah dekat, istilah lain yang bisa digunakan adalah 

Narh (sembelihan) dan Udliyyah (sembelih atau hewan 

sembelih) dalam Fiqh  biasa menggunakan istilah Udhiyyah, 

Tadhiyyah, Adlhah dan Dlahiyyah. Mendekatkan diri kepada 

Allah SWT dengan mengerjakan sebagai perintahnya. Kurban 

yang digunakan sebagai kata sehari-hari dalam istilah Agama 

disebut “udhhiyah”. (Jayusman, 2012) 

Sedangkan menurut para ulama berbeda pendapat mengenai iuran 

qurban, yaitu : 

a. Menurut Imam Maliki 

Patungan atau iuran dalam qurban. Dalam syarah kitab al 

istidzkar al jami’li madzahib fuqaha’al amshar wa ulama’al 

aqthar karya al hafiz Ibn Abdi Al Barr, menjelaskan bahwa Imam 

Maliki berpendapat bahwa boleh berqurban untuk dirinya sendiri 

dan keluarganya walaupun lebih dari tujuh orang. Namun, ini 

menurut Imam Maliki hanya di Khususkan niatnya untuk 

keluarga sendiri dan membelinya tidak dengan syirkah. (rosyidin, 

2019) 

b. Menurut Madzab Syafi’i 

Hukum berqurban adalah sunah ‘ain bagi setiap orang, 

yaitu sunnah yang dilakukan setiap orang yang mampu dan satu 

kali dalam seumur hidup, dan sunnah kifayat (setiap tahun) bagi 
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setiap keluarga yang berjumlah lebih dari satu. Dalam arti 

apabila salah seorang dari anggota keluarga tadi lebih 

menunaikannya, maka dipandang sudah mewakili seluruh 

keluarga (Az-Zuhaili W. , Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4, 

2007) 

c. Ibnu Qadamah dalam kitabnya al-Mughni 

Mengatakan bahwa mayoritas ulama memperbolehkan 

patungan qurban. Adapun syaratnya adalah menggunakan 

hewan qurban sapi, kerbau, atau unta. Yang layak, sehat segar 

dan tidak penyakitan. Berdasarkan syarat ini tentu hewan 

qurban dalam bentuk kambing tidak diperbolehkan sedangkan 

hewan qurban sapi tidak boleh lebih dari tujuh. (Ashfi, Hukum 

Qurban Patungan, 2019) 

d. Menurut Imam An-Nawawi 

Patungan qurban sapi atau unta yang dilakukan oleh tujuh 

orang itu diperbolehkan baik yang patungan merupakan bagian 

dari keluarganya maupun orang lain. Ibnu Qudamah mengutip, 

menurt Imam Ahmad bin Hanbal hanya Ibnu Umar yang tidak 

membolehkannya. Pendapat Ibnu Qudamah ini, sebenarnya 

tidak jauh beda dengan An-Nawawi. 

e. Pendapat Syafi’iyyah dan Hanabilah, mereka berdalil dengan 

hadist yang diriwayatkan Imam Muslim dan Shahih-nya (1318) 

hadist dari Jabir Radhiallahu’anhu, ia berkata : 

“Dari Jabir berkata kami menyembelih qurban bersama-sama 

Rasulullah Saw. Pada Qurban Hudaibiyah satu ekor unta untuk 

tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang (HR. Muslim) 

(Ibnu Hajar Al-asqalani, 2013) 

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

berqurban itu hanya dapat dilakukan oleh tujuh orang dan dapat 

dilakukan dengan cara patungan dan apabila lebih dari tujuh orang 

tidak apat dikatakan berqurban. 
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3. Akad  

Kata aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika 

dikatakan aqadda al-habla maka itu mengabungkan antara dua ujung 

tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang 

bersifat hissi (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua 

ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah 

kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai 

menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji 

dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk 

melaksanakan isi sumpah atau meninggalkanya. Demikian juga halnya 

dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang 

berjanji dan menguatkannya. (Mardani,2012:34) 

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, 

pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. 

Makna secara bahasa ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh 

kalangan ulama fiqih dimana kita mendapati kalangan ulama fiqih 

menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas 

dari dua keinginan yang ada kecocokan sebagaimana mereka juga 

menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang 

menerangkan keinginan walaupun sendirian. (Abu Zahra, 1976, hal. 

110) 

Definisi yang dikemukakan dalam Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah 

atau kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, pasal 103, yang 

berbunyi: 

“Al-‘Aqdu adalah perikatan antara dua pihak dan berjanji untuk 

melaksanakannya, dan aqad itu gabungan antara ijab dan qabul” 

(Djazuli, 2002, hal. 19) 

Muhammad Yusuf Musa memberikan definisi akad dalamarti yang 

khusus ini sebagai berikut : 

Artinya : 
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“Sesunggunya akad itu adalah ikatan antara dua pembicaraan atau 

yang menempati dua tempatnya, yang daripadanya timbul akibat-

akibat hukum” (Musa, 1957, hal. 322) 

Rukun dan syarat akad sebagai berikut: 

a. Rukun Akad 

Menurut hukum Islam unsur unsur yang membentuk 

sesesuatu disebut dengan rukun. Rukun adalah unsur unsur yang 

membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud adanya unsur 

unsur tersebut yang membentuknya, unsur-unsur yang membentuk 

akad yang disebut sebagai rukun akad yang disepakati ada empat 

macam yaitu para pihak yang membentuk akad, pernyataan 

kehendak para pihak, obyek akad dan tujuan akad. (Semmawi, 

2010) 

Para ulama fiqih sepakat bahwa rukun adalah unsur yang 

membentuk substansi sesuatu. Tetapi ketika rukun itu diterapkan 

secara nyata kepada akad, ada perbedaan pendapat tentang unsur 

mana dari rukun itu yang membentuk akad. Akad sendiri adalah 

pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan 

melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk 

ungkapan lain dari masing-masing pihak. 

Pandangan tersebut mengejutkan bahwa unsur pokok yang 

membentuk akad itu adalah hanyalah pernyataan kehendak masing-

masing berupa ijab dan kabul. Adapun dari pihak obyek akad 

adalah suatu unsur luar tidak merupakan esensi akad dan karena itu 

bukan akad untuk terbentuknya akad. 

Walaupun mazhab Hanafi berpandangan bahwa rukun akad 

hanyalah ijab dan kabul namun mereka masing masing mengakui 

tidak mungkin adanya akad para pihak yang membuatnya dan 

tanpa adanya obyek akad. Al-zarga dalam menyikapi perbedaan 

pendapat itu mengungkapkan ada empat unsur akad dan salah satu 
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unsur akad adalah para pihak, obyek akad, tujuan akad dan rukun 

akad. 

Para pihak dalam akad adalah dua orang atau lebih yang 

akad untuk satu tujuan untuk dan menurut hukum disyaratkan 

memiliki tingkat kecakapan hukum dan berbilang pada pihak dan 

kedua syarat itu dikembangkan pembahasan untuk maksud dalam 

akad. 

Kecakapan hukum yang berarti kelayakan jadi kelayakan 

seorang untuk menerima dan bertindak hukum atau sebagai 

kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban serta 

untuk diakuinya tindakan-tindakanya secara hukum syara. 

Kecakapan menerima hukum dikategorikan dalam dua bentuk, 

kecakapan menerima hukum dikategorikan dalam dua bentuk yaitu 

kecakapan menerima hukum tidak sempurna yang dimiliki subyek 

hukum ketika masih dalam kandungan ibu dan kecakapan 

menerima hukum sempurna yang dimiliki subyek hukum sejak 

lahir hingga meninggal dunia. 

Kecakapan hukum aktif, kecakapan bertindak hukum 

sempurna yang dimiliki subyek hukum ketika berada dalam usia 

mumayiz, dan kecakapan bertindak hukum sempurna yang dimiliki 

subyek hukum ketika menganjak dewasa hingga meninggal dunia. 

Pernyataan kehendak lazim disebut dengan siqat akad. 

Yang terdiri atas ijab dan qabul. Tindakan mengikatkan atau 

mempertemukan kehendak itu dilakukan melalui ucapan, tulisan, 

isyarat, perbuatan atau cara lain yaitu pihak satu yang menyatakan 

kehendaknya dan  pihak lain yang menyatakan kehendak sebagai 

tanggapan kehendak pihak pertama. Pernyataan kehendak pertama 

disebut ijab dan pernyataan kehendak kedua disebut qabul. 

Ijab sebagai pernyataan kehendak pihak pertama 

disyaratkan harus jelas maksudnya dan isinya harus tegas 

maksudnya bahwa ungkupan, baik lisan maupun tulisan isyarat 
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maupun lainya. Yang digunakan untuk menyatakan ijab dalam 

setiap akad menunjukan secara jelas akad yang dikehendaki. 

Berbeda dengan pengumuman dan iklan yang ditujukan kepada 

publik yang tidak disertai penawaran barang atau jasa, pada 

dasarnya tidak dianggap sebagai ijab oleh karena tidak tegas 

menyatakan kehendak menciptakan kehendak hukum, melainkan 

pengumuman pada loket penjualan itu sebagai akad. 

Menurut jumhur fuqaha, orang yang mengajukan ijab pada 

dasarnya bebas untuk menarik kembali ijabnya selama belum lahir 

kabul dan sebelum majelis akadnya bubar, bila majelis akadnya 

bubar dan belum ada akad kabul, ijabnya juga bubar karena 

bubarnya majelis akad. 

Mazhab Maliki berpendapat bahwa ijab tidak dapat di tarik 

kembali sebab bila di tarik kembali sesudah penarikan itu muncul 

kabul dari seseorang yang kepadanya ijab dikabulkan, maka 

terjadinya akad. Jumhur ulama selain mazhab Syafiiyah tidak 

mengharuskan kabul dari seseorang yang kepadanya ijab ditujukan, 

maka terjadi akad jumhur ulama selain mazhab Syafi’iyah tidak 

mengharuskan kabul segera dilaksanakan. 

Kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab 

yang dengannya terwujud suatu akad dan disyaratkan maksud, 

ketegasan isi dan didengar dan diketahui oleh pihak lain isi yang 

terkandung dalam kabul harus sesuai dengan ijab dan arti tidak 

menambah mengurangi dan mengubah ijab. Orang yang menjadi 

tujuan ijab mempunyai kebebasan untuk menolak dan menerima 

ijab dan pembuat ijab dan belum mecabut ijabnya. (Leu, 2014) 

b. Syarat akad 

Setiap rukun dan unsur yang membentuk akad 

membutuhkan syarat-syarat agar unsur akad dapat berfungsi 

membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat itu rukun tidak dapat 

membentuk akad. 
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Syarat akad yang pertama ialah syarat terjadinya akad, 

segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara. 

Syarat ini terbagi menjadi dua yakni umum dan khusus. Syarat 

akad yang bersifat umum adalah syarat-syarat akad yang wajib 

sempurna wujudnya seperti pelaku akad cakap bertindak, akad 

dapat memberikan faidah. 

Syarat yang kedua ialah syarat pelaksanaan akad, dalam 

pelaksanaan akad,ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. 

Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga 

ia bebas beraktifitas dengan apa yang dimilikinya dan kekuasaan 

adalah kemampuan seseorang dalam bertsharuf sesuai dengan 

ketentuan syara. 

Syarat yang ketiga ialah syarat kepastian akad, dasar dalam 

akad adalah kepastian. Seperti contoh dalam jual beli seperti khiyar 

syarat, khiyar aib dan lain lain. 

Syarat-syarat dalam rukun akad adalah rukun pertama para 

pihak memerlukan syarat hukum yaitu tamyiz, berbilang pada 

pihak. Rukun kedua pernyataan kehendak para pihak 

membutuhkan syarat akad adanya persesuaian ijab dan kabul atau 

kata sepakat diserahkan tertentu atau dapat ditentukan, obyek itu di 

tranksaksikan rukun keempat tujuan akad memerlukan satu syarat 

yakni tidak bertentangan dengan syara. 

Selain rukun dan syarat terbentuknya akad para fuqaha 

masih memperdebatkan kualitas akad sebagai syarat penyempurna 

baik untuk keabsahan akad,berlakunya akibat hukum maupun 

kekuatan hukum mengikat dari suatu akad dan kualitas akad. 

Syarat keabsahan akad ialah rukun dan syarat terbentuknya 

akad tersebut membutuhkan kualitas tambahan sebagai unsur 

penyempurna terhadap sah nya suatu akad, rukun pertama dengan 

dua syarat terbentuknya yaitu tamyiz dan berbilang pada pihak 

tidak membutuhkan sifat penyempurna. Pada rukun kedua yang 
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salah satu syaratnya adalah kesatuan majelis akad, menurut jumhur 

fuqaha memerlukan sifat penyempurna yaitu persetujuan ijab dan 

qabul harus di capai secara bebas dan tanpa paksaan dan jika tejadi 

paksaan akadnya fasid. 

Akad yang telah memenuhi rukun syarat terbentuknya 

dinyatakan sebagai akad yang sah. Jika keabsahan akad tidak 

terpenuhi meskipun rukun dan syaratnya terbentuk telah sempurna 

tetap dinyatakan sebagai akad fasid. (Muhammad, 2019) 

Berlakunya akibat hukum akad ialah ada kemungkinan 

akad yang telah memenuhi rukun syarat terbentuknya dan 

keabsahannya belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya 

meskipun sudah sah kondisi sedemikian itu disebut dengan akad 

maukuf (terhenti/tergantung). Untuk dapat dilaksanakan akibat 

hukumnya di perlukan dua syarat kewenangan yaitu pertama 

adanya kewenangan sempurna atas obyek akad yakni para pihak 

mempunyai kepemilikan atas obyek akad atau mendapat kuasai 

dari pemilik dan obyek akad dan kedua yakni adanya kewenangan 

atas tindakan hukum yang dilakukan. Maksudnya para pihak telah 

mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum. 

Kekuatan mengikat adalah sifat hukum akad yang telah 

memenuhi rukun, syarat, terbentuknya keabsahan dan syarat 

berlaku serta dapat dilaksanakan akibat hukumnya sehingga dapat 

mengikat para pihak dan salah satu pihak menerima persetujuan 

secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. (Musa, Al-Fiqh Al-

Islamiy. Cetakan III, 1957, hal. 370) 

c. Obyek akad 

Terjadi akad karena ada obyek yang menjadi sasaran yang 

hendak dicapai oleh para pihak melalui penutupan akad. Obyek 

akad dapat berupa benda,manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau 

sesuatu yang yang lain tidak bertentangan dengan syarat sebagai 
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rukun yang menjadi sasaran para pihak menutup akad, maka para 

ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa hal pada obyek akad. 

Obyek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan, 

apabila obyek akad tersebut berupa barang seperti dalam akad jual 

beli atau dapat dinikmati di ambil manfaatnya jika obyek ini 

berupa manfaat benda seperti sewa menyewa benda. Sedangkan 

obyek akad jika berupa suatu perbedaan seperti mengajar, melukis 

atau mengerjakan sesuatu maka obyek akad harus mungkin dapat 

dilaksanakan . 

Terdapat beberapa kemungkinan ada dan tidaknya obyek 

pada waktu penutupan akad yaitu : 

1) Obyek akad secara sempurna pada waktu penutupan akad 

kemungkinan ini akan dianggap sah karena telah sempurna 

untuk dilakukan penutupan akad. 

2) Obyek akad ada secara tidak sempurna pertama kemungkinan 

akad belum sempurna pada waktu penutupan akad dan baru 

akan sempurna dikemudian hari kedua obyek terdiri atas 

sejumlah satuan yang banyak dan tidak terwujud seluruhnya 

sekaligus melainkan secara bertahap dimana sebagainya sudah 

ada. 

3) Obyek akad tidak ada pada waktu penutupan akad, tetapi 

dipastikan akan ada dikemudian hari. Dengan kemungkinan itu 

terbentuk beberapa akad seperti jual beli salam. 

4) Obyek akad tidak ada atau sebagian ada tetapi tidak di pastikan 

akan ada secara sempurna dikemudian hari. 

d. Tujuan Akad 

Perhatian utama dari akad adalah akibat hukum yang timbul 

dari akad. Karena itu tujuan adalah akibat hukum pokok yang 

menjadi keinginan bersama yang ingin diwujudkan oleh para 

pihak. Dalam kaitan akad ini akad merupakan sarana untuk 

merealisasikan.tujuan akad adalah maksuda dari pihak ketika 
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membuat akad. Sedangkan akibat hukum akad adalah akad hasil 

yang di capai ketika akad direalisasikan. Misalnya jual beli, tujuan 

akadnya adalah memindahkan kepemilikan atas suatu benda 

dengan imbalan, sedangkan akibat hukum akad adalah terjadiya 

pemindahan pemilikan dari penjual kepada pembeli. (Sunarto 

Zulkifli,2004,67) 

Tujuan akad dibedakan dengan beberapa kriteria seperti 

berikut ini: 

1) Bersifat obyektif (berada dalam akad sendiri, tidak berubah 

rubah) 

2) Menentukan jenis tindakan hukum (tujuan akad 

membedakan satu jenis akad yang lain 

3) Merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum 

(membentuk sasaran hukum, baik dari sudut pandang 

ekonomi maupun sosial yang hendak diwujudkan dalam 

tindakan hukum) 

e. Asas-asas Hukum yang digunakan dalam akad/ atau perjanjian 

antara lain : 

1) Asas Ibahah (Mabda’ al-Ibahah) adalah asas umum hukum 

Islam dalam bidang muamalat secara umum. 

2) Asas Kebebasan Berakad (Mabda ‘Hurriyah at-Ta’aqud), 

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad. 

3) Asas Konsensualisme (Mabda’ ar Radha ‘iyyah) asas ini 

menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup 

dengan tercapainya kata sepakat anatara pihak tanpa perlu 

terpenuhnya formalitas-formalitas tertentu 

4) Asas Janji itu mengikat, didalam Al-Quran dalam hadis 

terdapat banyak perintah agar memenuhi janjian. 

5) Asas Keseimbangan (Mabda’ at-Tawazun fi al-Mu’awadhah).  

6) Asas kemaslahatan (Tidak Memberatkan) 

7) Asas Keadilan 
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8) Asas Amanah (Budiwati, 2017) 

4. Akad Wakalah 

a. Pengertian  

Wakalah dalam bahasa berasal dari akar kata : wakala yang 

sinonimya : selamma wa fawadha, artinya : menyerahkan. (Anis 

Ibrahim, 1972, hal. 1054) Wakalah  juga diartikan dengan al-

hifzhu,  yang artinya: menjaga dan memelihara. (Sabiq, 1981, hal. 

226) 

Wakalah dalam arti istilah didefinisikan oleh para ulama 

sebagai berikut : 

1) Menurut Malikiyah 

“Wakalah adalah penggantian oleh seorang terhadap orang 

lain di dala haknya di mana ia melakukan tindakan hukum 

seperti tindakannya, tanpa mengaitkan penggantian tersebut 

dengan apa yang terjadi setelah kematian” (Al-Jaziri, hal. 167) 

 

2) Menurut Hanafiyah  

“Wakalah adalah penempatan seseorang terhadap orang lain 

di tempat dirinya dalam suatu tasarrf yang dibolehkan dan 

tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan 

termasuk orang yang memiliki hak tasarruf. (Al-Jaziri, hal. 

167) 

3) Menurut Syafi’iyah 

“Wakalah adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang 

lain terhadap sesuau yang ia berhak mengerjakannya dan 

sesuatu itu bisa digantikan untuk dikerjakannya pada masa 

hidupnya” (tt, hal. 43)  

4) Menurut Hanabilah 

“Wakalah adalah pengganti oeh seseorang yang dibolehkan 

melakukan tasarruf kepada orang lain yang sama-sama 

dibolehkan melakukan tasarruf dalam perbuatan-perbuatan 
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yang bisa digantikan baik berupa hak Allah maupun hak 

manusia”. (Ali, hal. 45) 

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab 

tersebut dapat dipahami bahwa secara substansi hampir tidak ada 

perbedaan para ulama tersebut, yaitu Wakalah adalah suatu akad 

dimana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk 

melakukan suatu perbuatan yang bisa digantikan oleh orang lain 

pada masa hidupnya dengan syarat-syarat tertentu. Dengan 

demikian, apabila penyerahan tersebut harus dilakukan setelah 

orang yang dilakukan setelah orang yang mewakilkan meninggal 

dunia, seperti wafat, maka hal ini termasuk Wakalah. (Mujahid, 

2019) 

b. Dasar Hukum Wakalah 

Dasar Hukum dibolehkannya wakalah, antara lain tercantum 

dalam Al-Quran, yaitu : 

1) Surah Al-Kahfi ayat 19 yang menceritakan tentang kisah 

Ashabul Kahfi : 

Artinya : 

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling 

bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang 

diantara mereka : “sudah berapa lamakah kamu berada (di 

sini ?”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih 

mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka 

suruhlah salah seorang diantara kamu untukpergi ke kota 

dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaknya ia lihat 

manakah makanan yang lebi baik, maka hendaklah ia 

membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku 

lemah lembut dan janganlah sekali-sekali menceritakan hamu 

kepada seorang pun”. 

2) Surah Yusuf ayat 55, 

Artinya : 
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Berkata Yusuf : “Jadikanlah aku bendaharawan Negara 

(Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai 

menjaga, lagi berpengetahuan” 

Dari ayat yang pertama (QS. Al-Kahfiayat 19) dapat dipahami 

bahwa untuk membuktikan mereka (ashhabul kahfi) telah tidur 

bertahun-tahun, mereka mengutus satu orang (sebagai wakil) untuk 

pergi ke kota dan membeli makanan dengan uang yang mereka 

miliki. Sedangkan dalam ayat yang kedua (QS. Yusuf ayat 55), 

Nabi Yusuf meminta untuk diberi kuasa guna menjadi bandahara 

Negara. Dengan demikian, dalam kedua ayat tersebut terdapat 

bentuk pemberi kuasa atau Wakalah. (Abdul Azis, 2020) 

c. Jenis-jenis wakalah 

1) Al-wakalah al-khosshoh, adalah prosesi pendelegasian 

wewenang menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat 

spesifik. 

2) Al-wakalah al-‘ammah, adalah prosesi pendelegasian 

wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifik. (Annisa 

Hermawati Afrinda, 2012) 

3) Al-wakalah al-muqayyadoh dan al-wakalah mutlaqoh, adalah 

akad dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan 

syarat-syarat tertentu. (Nuhyatia, 2013) 

d. Rukun Wakalah 

Menurut Hanafiah, rukun Wakalah hanya satu, yaitu Sighat 

atau Ijab dan qabul. Sedangkan jumhur ulama selain Hanafiah 

berpendapat bahwa rukun Wakalah ada empat, yaitu : 

1) Muwakkil atau orang yang mewakilkan 

2) Muwakkal atau wakil 

3) Muwakikal Fih atau perbuatan yang diwakilkan 

4) Shighat atau ijab dan qabul 

Untuk terwujudnya wakalah tidak disyaratkan shighat yang 

mencakup qabul dari wakil. Akan tetapi apabila wakil menolak 
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maka wakalah tidak jadi dilakukan. Sebagai contoh, jika seseorang 

mengatakan : “Jualkan barang saya ini” lalu wakil diam saja, 

tetapi ia menjual barang tersebut maka jual belinya hukumnya sah. 

(Sonata, 2014) Akan tetapi, jika waki mengatakan: “Saya tidak 

mau”, lalu ia menjual barang tersebut, maka jual belinya tidak sah, 

karena ia dengan tegas menyatakan penolakannya. (Muslich, 2015) 

e. Berakhirnya Akad Wakalah 

Akad wakalah berakhir karena beberapa hal berikut : 

1) Meninggalkan salah seorang dari orang yang melakukan akad, 

atau gila. Hal tersebut dikarenakan di antara syarat-syarat 

wakalah adalah pelaku harus hidup dan berakal. 

2) Telah selesainya pekerja yang dimaksudkan dengan wakalah. 

3) Pemecatan oleh muwakkil terhadap wakil walaupun ia (wakil) 

tidak mengetahuinya. Ini menurut Syafi’iyah dan Hanabilah. 

Menurut Hanafiyah, wakil harus mengetahui tentang pemecatan 

dirinya. Dengan demikian, tasarruf wakil sebelum tahu tentang 

pemecatan dirinya hukumnya sama dengan tasarruf-nya 

sebelum dipecat, yakni sah. (Yunita, 2018) 

4) Wakil mengundurkan diri dari tugas wakalah. Dalam hal ini 

muwakkil tidak perlu tahu tentang pengunduran dirinya itu. 

Akan tetapi, menurut Hanafiah supaya jangan merugikan 

disyaratkan muwakkil harus mengetahui pengunduran diri si 

wakil. 

5) Perkara yang diwakilkan telah keluar dari kepemilikan si 

muwakkil. (Ali, hal. 61) 

Demikian beberapa uraian tentang wakalah yang meliputi 

pengertian dan dasar hukumnya, rukun dan syaratnya serta hal-hal 

yang menyebabkan berakhir akad wakalah.  

5. Penelitian Relavan 
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Setelah penulis melakukan penelusuran untuk mengetahui berbagai 

kajian dari penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa judul hasil 

penelitian sebagai berikut : 

1. Skripsi yang ditulis oleh Hafizah Muchtia mahasiswa Fakultas 

Syariah, IAIN Batusangkar yang melakukan penelitian dengan judul : 

“Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kurban Bersama di 

Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas”. Adapun yang menjadi sub 

fokus masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan kurban bersama di 

Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa pelaksanaan kurban bersama di Pondok 

Pesantren Modern Nurul Ikhlas dilakukan karena ada kemauan dalam 

berkurban dan tidak ada batasan maksimal dan minimal uang yang 

harus dikeluarkan karena kemampuan setiap orang berbeda-beda 

sehingga tidak bisa disamakan.   

2. Skripsi yang ditulis oleh Erli Seprima Yori mahasiswa Fakultas 

Syariah, IAIN Batusangkar yang melakukan penelitian dengan judul : 

“Jual Beli Sapi Qurban di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum 

Dalam Perpektif Hukum Ekonomi Syariah” dalam skripsi tersebut 

terdapat masalah bagaimana jika sapi qurban yang telah dipelihara 

oleh seseorang yang sudah dibayar sebelum hari raya Idul Adha mati. 

Terjadilah sesuatu yang belum jelas penyelesaiaannya antara pengurus 

dan penjual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jika sapi yang 

akan diqurbankan mati sebelum hari raya Idul Adha orang yang 

mengurus sapi bisa diwajibkan mengganti dan tidak diwajib untuk 

mengganti karena tergantung dengan keadaan sapi apakah sapi 

tersebut mati karena sakit atau hilang. Hal ini juga tergantung dengan 

kesepakatan antara pengurus dan penjual. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Anisa AR, Fakultas Syarian IAIN 

Batusangkar yang melakukan penelitian dengan judul “Penjualan 

Kulit Hewan Kurban dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan 

Pasar Baru, Kecamatan Curuk, Kabupaten Rejang Lebong” dalam 



63 

 

 

 

skripsi tersebut terdapat masalah bagaimana menentukan presentase 

jatah kurban dan kriteria penerimaan kurban di Kelurahan Pasar Baru, 

Kabupaten Rejang Lebong. Hasil penelitiannya penjualan hewan 

kurban memang dilakukan. Hal ini kesepakatan tokoh agama dan para 

panitia kurban karena penjualan kulit hewan kurban lebih bermanfaat 

dari pada dibagikan kepada masyarakat karena masyarakat sendiri 

tidak mau mengolah kulit hewan kurban tersebut. Penggunaan uang 

hasil penjualan kulit hewan kurban masih kurang tepat, karena hasil 

penjualan kulit hewan kurban tidak dikembalikan untuk kepentingan 

masyarakat melainkan dipergunakan untuk keperluan-keperluan dalam 

proses pemotongan hewan kurban. 

4. Skripsi yang ditulis oleh M. Aris Munandar Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung yang melakukan penelitian dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam  terhadap iuran hewan qurban Idul Adha di 

sekolah (Studi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu), dalam 

skripsi tersebut terdapat masalah bagaimana praktik pelaksanaan 

ibadah qurban di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu secara 

iuran dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik 

pelaksanaan ibadah kurban iuran. Adapun yang menjadi sub fokus 

ibadah pelaksanaan qurban yang terjadi di sekolah Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Pringsewu mengenal acara qurban bersama-sama 

atau dengan iuran seluruh siswa dan guru-guru disekolah. Masing-

masing dimana siswa dibebani iuran sejumlah uang tertentu. Hasilnya 

akan dibelikan hewan quban kambing dan sapi kemudian disembelih 

dihari-hari qurban. Penyembelihanan ini merupakan bagian dari 

praktik pembelajaran kegiatan ibadah. 

Beberapa skripsi diatas berbeda dengan penelitian Penulis, skripsi 

penulis lebih fokus kepada penetapan harga iuran hewan qurban yang 

ditetapkan oleh panitia qurban dengan pandangan Fiqh Muamalah yang 
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terdapat di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri 

Hulu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah 

penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif 

yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-

fenomena, data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan 

kenyataan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini dilakukan di Desa Air 

Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dengan 

menggunakan uraian dan informasi yang didapatkan dari obyek yang 

diteliti. 

B. Latar dan Waktu Penelitian  

1. Latar Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian di Desa Air Molek 1 Kecamatan 

Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu 

2. Waktu Penelitian 

 Waktu dalam penelitian yang penulis lakukan di Desa Air Molek 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat sebagai 

berikut :  

Tabel 1 

Waktu Penelitian 

No Kegiatan  Bulan/Tahun 

Sep 

2021 

Okt 

2021 

Nov 

2021 

Des 

2021 

Jan 

2022 

Feb 

2022 

Mar 

2022 

Apr 

2022 

Mei 

2022 

Juni 

2022 

Juli 

2022 

1 Survei 

Awal 

✓            
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2 Pembuatan 

Proposal 

 ✓           

3 Keluar Surat 

Pembimbing 

 ✓           

4 Proses Bim 

Praseminar 

 ✓  ✓  ✓         

5 Seminar 

Proposal 

                                                                                                                                ✓        

6 Revisi Pasc 

Seminar 

    ✓        

7 Penelitian      ✓       

8 Analisis 

Penulis 

      ✓  ✓  ✓  ✓   

9 Munaqasah           ✓  

 

C. Instrumen Penelitian 

  Sesuai dengan pendekatan penelitian, maka instrument penelitian 

ini adalah penulis sendiri. Sebagai instrument penelitian melakukan 

pengumpulan data pengecekan keabsahan data dan analisis data. Dalam 

melakukan kegiatan tersebut peneliti menggunakan alat pendukung seperti 

Hp dan alat-alat tulis yang berguna untuk mencatat data yang penulis dapat 

di lapangan 

D. Sumber Data 

1. Data Primer 

 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah : 

a. Panitia qurban yang berada di Desa Air Molek 1 Kecamatan 

Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 3 orang. 

b. Peserta qurban yang berada di Desa Air Molek 1 Kecamatan 

Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 15 orang. 

c. Penjual hewan qurban Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir 

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 3 orang. 
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d. Ulama yang berada di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir 

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 1 orang. 

2. Data Sekunder atau sumber data tambahan 

 Adapun sumber data sekunder yaitu segala sesuatu yang dapat 

dijadikan data tambahan dalam membantu penelitian ini seperti profil 

Desa dan dokumentasi. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini penulis mengunakan teknik pengumpulan data dengan cara : 

1) Observasi  

Penulis mengamati dan melihat proses penetapan harga iuran 

hewan qurban yang dilakukan oleh panitia qurban di Desa Air Molek 1. 

2) Wawancara 

Penulis melakukan wawancara kepada penjual hewan qurban, 

panitia qurban, peserta qurban dan ulama yang berada di Desa Air Molek 1 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Wawancara ini 

bertujuan untuk memperoleh data bagaimana pelaksanaan penetapan harga 

iuran hewan qurban yang dilakukan oleh panitia qurban di Desa Air Molek 

1. 

F. Teknik Analisa Data 

 Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data penulis 

melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai bila jawaban 

belum memuaskan maka penulis akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai 

tahap tertentu diperoleh data yang akurat. Langkah-langkah yang penulis 

lakukan dalam menganalisis data yaitu  dengan cara menelaah data yang 

diperoleh dari informan dengan cara merangkum hal-hal pokok dari 

permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya penulis mengklarifikasi data 

dan menyusun data-data yang berkaitan dengan dan berdasarkan kategori-

kategori dengan cara menyajikan dalam bentuk uraian singkat langkah 

selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan. 
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 Kemudian untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang 

diteliti penulis juga menggunakan analisis kualitatif. Adapun langkah-

langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. 

2. Membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan. 

3. Memahami masalah-masalah yang diajukan 

4. Menginterprestasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpeah 

masalah. 

5. Menarik kesimpulan akhir 

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data 

  Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan adalah 

triangulasi sumber. Penulis melakukan pengecekan data yang diperoleh 

melalui beberapa sumber dengan wawancara kepada panitia qurban, peserta 

qurban, penjual hewan qurban dan ulama yang berada di Desa Air Molek 1 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dapat mengetahui 

apakah data yang diberikan sama atau berbeda sehingga dapat dicocokan 

dan ditarik sebuah kesimpulan sebagai hasil penelitian. Semua data yang 

sudah terferifikasi akan di analisis sesuai dengan fiqh muamalah.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Desa Air Molek  

1. Sejarah Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten 

Indragiri Hulu. 

  Air Molek adalah nama sebuah kota kecil yang terdapat di 

Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Air Molek merupakan Ibu Kota 

kecamatan Pasir Penyu. Menurut cerita orang-orang tua di air Molek 

yaitu mereka yang mengetahui tentang etiologi (asal usul nama suatu 

daerah) mengatakan bahwa nama Air Molek berasal dari dua kata 

yaitu ayu dan molek yang berarti ayu adalah air dan molek adalah 

bagus atau bersih. Nama Air Molek tercipta karena pada zaman 

dahalu di Air Molek saat ini terdapat sebuah sungai kecil, dimana 

airnya tersebt jernih, bersih dan layak untuk langsung di minum 

tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Maka oleh orang-orang yang 

melalui sungai tersebut menamakan sungai itu sungai ayo molek 

yaitu sungai yang airnya boleh untuk diminum. 

  Dari versi kedua mengatakan bahwa nama Air Molek itu 

berasal dari dua kata juga yaitu Ayo Mole, ayo yang berarti air dan 

mole berasal dari kata monyole yang berarti salah (yang tidak seperti 

biasanya). Menurut cerita ini merupakan bahwa orang-orang tua 

dulu menemukan sungai yang aneh dimana ketika air sungai yang 

layaknya bermuara kesungai yang lebih besar ataupun sungai yang 

bermuara ke laut tidak demikian dengan sungai yang satu ini. Jikalau 

biasanya air sungai mengalir ketempat yang lebih rendah dan terus 

mengalir dari hulu ke hilir tidak seperti itu sungai tersebut yaitu 

sungai kuantan (Indragiri) naik maka aliran sungai ini malah balik ke 

hilir. Hal tersebut terjadi terus menerus tentu fenomena seperti ini 

diluar dari biasanya maka orang-orang dulu menyebutkan sungai 

tersebut adalah sungai menyoleh (sungai yang menyalahi aturan 
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aliran sungai) hingga akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Air 

Molek. 

  Sedangkan dari versi yang ketiga adalah dari orang-orang 

tua etnis Jawa yang yang sudah lama bermastautin di Indragiri . 

menyebutkan bahwa Air Molek berasal dari kat Air dam Mole. Kata 

Air yang berarti memang air sedangkan mole berarti balik. Hal 

tersebut berdasarkan keadaan air sungai yang terdapat di daerah 

tersebut yang apabila sungai kuantan naik maka aliran sungai itu 

balik ke asalnya. Pertemuan dua arus tersebut menjadi keanehan 

hingga disebutlah nama sungai tersebut menjadi Air Molek (air 

balik). 

2. Letak Geografis Luas wilayah Desa Air Molek I 

  Kelurahan Air Molek 1, letak Topografi datar dengan 

ketinggian dari permukaan laut ± 35-60 meter, jarak Kelurahan 

dengan pusat Kelurahan ± 3,5 km serta jarak dengan Kabupaten 

Indragiri Hulu ± 21 km. Demografi Kelurahan Air Molek 1 benar 

dalam wilayah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu 

Provinsi Riau yang berbatas dengan. 

a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Candirejo Kecamatan Pasir 

Penyu 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Molek II Kec. Pasir 

Penyu 

c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Lala 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Batu Gajah Kec, Pasir 

Penyu.     

  Luas wilayah Air Molek 1 adalah 1.280 Ha atau 12,8 km 

dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan sawit, karet dan 

perkebunan masyarakat. 

3.  Keadaan penduduk dan luas wilayah 

a. Keadaan penduduk 
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 Kelurahan Air Molek 1 mempunyai jumlah penduduk  

9.583 jiwa yang terdiri dari laki-laki 4.792 jiwa, perempuan 

4.791 dengan jumlah KK 2320 Kepala keluarga dengan 

kepadatan 492 jiwa/km2 dan rata-rata penduduk perrumah 

tangga 5 jiwa. Kelurahan Air Molek 1 terbagi atas 4 ketua 

Lingkungan terdiri dari 8 ketua RW dan 23 ketua RT. Di 

lingkungan 1 adalah daerah pemukiman dan pertanian di 

lingkungan 2 adalah pusat perdagangan dan pemukiman dan 

lingkungan 3 adalah daerah pemukiman dan peternakan ikan 

(kolam). Setiap RW dipimpi oleh ketua RW dan setiap RT 

dipimpin oleh ketua RT. 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk 

No Jumlah 

1 Jumlah perempuan 4.873 orang 

2 Jumlah total 9.664 orang 

3 Jumlah kepala keluarga 2.320 orang 

4 Kepadatan penduduk 755,00 per KM 

5 Jumlah laki-laki 4.791 orang 

Sumber data : Profil Kelurahan Air Molek 1 

b. Luas wilayah 

Table 4.2 

Luas Wilayah Kelurahan Air Molek 1 

Menurut pengguna 

No  Pengguna  Luas Area 

1 Luas Tanah Sawah 10,00 Ha 

2 Luas Tanah Kering 328,00 Ha 

3 Luas Tanah Basah 27,00 Ha 

4 Luas Tanah Perkebunan 773,00 Ha 

5 Luas Fasilitas Umum 140.00 Ha 

6 Luas Tanah Hutan  2,00 Ha 

Total Luas 1.280,00 Ha 
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Sumber data : Profil Kelurahan Air Molek 1 

c. Perekonomian Masyarakat Kelurahan Air Molek 1 

 Kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Air Molek 1 

secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah 

Tangga yang berkategorikan miskin, sangat miskin, sedang dan 

kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencarian di sektor-sektor 

usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar disektor 

nonformal seperti, buruh bangunan, buruh tani, perkebunan karet 

dan sawit, wiraswasta dan sebagian kecil disektor formal seperti 

PNS pemda honorer, guru, tenaga medis dan lain-lain. 

Tabel 4.3 

Perekonomian Masyarakat 

No Nama Pekerjaan Presentase 

1 Buruh/ Pegawai Swasta 39,50 

2 Pegawai Negeri 20,32 

3 Pedagang 15,26 

4 Penjahit 0,61 

5 Tukang Batu 1,64 

6 Tukang Kayu 0,82 

7 Montir 0,61 

8 Dokter 0,32 

9 Supir 2,09 

10 Supir Becak 9,87 

11 TNI/Polri 8,88 

Jumlah  100 % 

Sumber data : Profil Kelurahan Air Molek 1 

 Selain memilki sumber mata pencarian yang berbeda 

masyarakat Air Molek 1 juga memiliki keanekaragaman dalam 

bidang Agama. Mayoritas masyarakat Air Molek beragama 

Islam yang berjumlah 9611 atau 54,6 % dan penduduk Air 
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Molek 1 yang beragama Kristen Protestan 7003 atau 39,83 % 

dan yang beragama Kristen Katolik berjumlah 966 atau 5,49 %. 

d. Daftar Jumlah Hewan qurban dari tahun 2017-2021 

Tabel 4.4 

Jumlah Hewan Qurban 

No Masjid 

dan Surau 

TAHUN 

2017 2018 2019 2020 2021 

S K S K S K S K S K 

1 Al-Ikram 6 2 8 4 6 3 6 5 7 5 

2 Al-Ikhlas 6 5 8 6 5 6 7 4 7 5 

3 Al-

Mujahidin 

12 7 13 8 8 5 9 7 12 7 

4 An-Nur 8 6 9 6 6 4 7 5 8 4 

5 Al-Kausar 7 5 8 5 6 4 7 3 7 5 

TOTAL 39 25 46 29 31 12 36 24 41 26 

RATA-RATA 7,8 5 9,2 5,8 6,2 2,4 7,2 4,8 8,2 5,2 

Sumber data : data diolah sendiri 

Keterangan : 

S = Sapi 

K = Kambing 

 Pada Desa Air Molek 1 terdapat 2 Masjid dan 3 Surau yang 

rata-rata Disetiap Masjid dan surau setiap tahunnya mengadakan 

qurban. Pada tahun 2017 rata-rata di Desa Air Molek 1 memilki 

7-8 ekor sapi qurban dan 5 ekor kambing qurban, pada tahun 

2018 memiliki 9-10 sapi qurban dan 5-6 kambing qurban, pada 

tahun 2019 terjadi penurunan peserta hewan qurban dikarenakan 

pendapatan masyarakat turun akibat Covid-19 yaitu 6-7 sapi 

qurban dan 2-3 kambing qurban, pada tahun 2020 memiliki 7-8 

sapi qurban dan 4-5 kambing qurban, pada tahun 2021 sebanyak 

8-9 sapi qurban dan 5-6 kambing qurban. 
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B. Pelaksanaan Praktik Penetapan Iuran di Desa Air Molek 1 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu 

 Berdasarkan wawancara penulis terhadap panitia qurban tahun 

2021 yaitu (Bapak Aswandi, Bapak H. Zakiruddin dan Bapak Anas) tiga 

panitia tersebut adalah orang yang sudah berpengalaman menjadi panitia 

qurban di Desa Air Molek 1.  

Hewan yang akan diqurbankan di hari Raya Idul Adha adalah 

hewan qurban yang dibeli oleh panitia dari penjual hewan qurban. 

Sebelum panitia membeli hewan qurban, panitia sudah mencari tahu 

terlebih dahulu harga dan berat dari hewan qurban. Panitia juga melihat 

ke lokasi tempat keberadaan hewan qurban, untuk mengetahui kondisi 

dan keadaan sapi qurban, apakah sapi tersebut dalam keadaan sehat atau 

tidak cacat dan juga memastikan sapi yang dipesan berjenis kelamin 

jantan. (Hasil wawancara dengan Bapak Aswandi, Bapak 

H.Zakiruddin) 

Harga dari sapi qurban yang panitia cari berbeda, walaupun sapi 

berbeda harganya, panitia akan mengambil sapi yang besar dan 

beratnya tidak terlalu jauh. Panitia mengatakan “Berat lembu tak jaoh 

beda kisaran 85 sampai 95 kg”, Maksudnya Panitia mengambil sapi 

yang beratnya berkisaran 85 kg sampai dengan 95 kg. Dengan berat 

yang tidak terlalu jauh berbeda, maka besar dan berat dari sapi qurban 

hampir sama. (Hasil wawancara dengan Bapak Aswandi, Bapak 

H.Zakiruddin, Bapak Anas)  

Selanjutnya untuk pemesanan sapi qurban, panitia mengatakan 

“lembu di pesan 1 bulan sebelum raye haji dan lembu kami pesan dulu 

5 ekor, lah dibayar panjar dulu setiap ekor lembu, seekor lembu uang 

panjar Rp.1.500.000 kalau ade tambahan, baru pesan lagi”, 

maksudnya sapi qurban di pesan 1 bulan sebelum hari raya Idul Adha, 

dan dipesan 5 sapi terlebih dahulu dengan membayar uang panjar setiap 

ekor ke penjual hewan qurban, satu ekor sapi di panjar dengan harga 

Rp.1.500.000 dan jika ada tambahan hewan qurban sapi, maka akan 
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dipesankan lagi oleh panitia dengan harga dan berat yang tidak terlalu 

jauh dan harganya tidak terlalu berbeda. Adapun untuk 5 ekor sapi 

qurban yang dibeli di awal oleh panitia yang bermacam-macam 

harganya yaitu Rp.16.000.000, Rp.16.200.000, Rp.16.300.000, 

Rp.16.500.000, Rp.16.700.000. Panitia menambahkan 1 ekor sapi 

qurban dengan harga Rp.17.000.000 dikarenakan bertambahnya peserta 

qurban yang mencukupi 7 orang untuk membeli 1 ekor sapi qurban. 

Melalui cara ini panitia memesan sapi qurban terlebih dahulu tujuannya 

yaitu, untuk mendapatkan harga sapi yang murah karena jika tidak 

dipesan jauh-jauh hari, maka harga dari sapi akan semakin mahal 

mendekati Hari Raya Idul Adha. (Hasil wawancara dengan Bapak 

Aswandi, Bapak H.Zakiruddin, Bapak Anas)  

Selanjutnya penulis mewawancarai penjual hewan qurban, penjual 

mengatakan yang memesan atau membeli hewan qurban adalah panitia 

qurban dari berbagai daerah. Penjual juga mengatakan setelah panitia 

memesan hewan qurban akan di titipkan terlebih dahulu kepada penjual 

untuk di jaga dan dirawat. Untuk harga sapi qurban berbeda-beda yang 

panitia pesan dari penjual hewan qurban, akan tetapi harga dan berat 

sapi tidak terlalu jauh berbeda. Panitia membayar panjar sebesar 

Rp.1.500.000 ke penjual hewan qurban sebagai tanda bahwasanya sapi 

qurban telah dibeli oleh panitia. 

Hewan qurban yang telah di pesan atau yang dibeli oleh panitia 

akan diberikan tanda oleh penjual hewan qurban. Tanda yang diberikan 

oleh penjual terletak di tanduk atau badan dari hewan qurban, tanda 

tersebut adalah coretan dari spidol ataupun cat semprot yaitu cat pilox. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Basrizal, Ibu Kajimah dan Ibu Zirna) 

Hewan qurban yang dipesan atau dibeli oleh panitia yaitu hewan 

qurban yang harganya berkisaran Rp.16.200.000 sampai dengan 

Rp.17.000.000 per ekor. Untuk berat dari hewan qurban sapi yaitu 85 

kg sampai dengan 95 kg per ekor. Adapun panitia memesan hewan 

qurban 1 bulan sebelum hari raya Idul Adha tiba dan untuk 
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pengambilan hewan qurban yaitu 1 minggu sebelum hari raya Idul 

Adha tiba. (Hasil wawancara dengan Bapak Aswandi, Bapak 

H.Zakiruddin, Bapak Anas) 

Pembelian hewan qurban, peserta qurban menyerahkan kepada 

panitia untuk membeli dan mengurus hewan qurban sampai dengan hari 

raya Idul Adha. Peserta qurban akan membayar uang yang telah 

ditetapkan oleh panitia, tanpa panitia memberi tahu harga dari hewan 

yang akan diqurbankan dikarenakan peserta qurban menyerahkan 

seluruhnya kepada panitia untuk mengurus segala sesuatu mengenai 

hewan qurban dan biaya operasional, akan tetapi panitia hanya 

memberitahukan iuran yang akan di bayar oleh peserta qurban. Iuran 

yang ditetapkan oleh panitia di setujui oleh seluruh peserta qurban, dan 

iuran tersebut akan dibayar sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh 

panitia. Jika uang iuran peserta qurban berlebih maka akan di gunakan 

untuk menutupi harga dari hewan qurban yang di sepakati. 

 Cara panitia menetapkan harga iuran hewan qurban kepada 

peserta, panitia mengadakan musyawarah terlebih dahulu bersama ulama 

dan pengurus masjid, sementara dalam bermusyawarah peserta qurban 

tidak diikut sertakan. Dari musyawarah yang diadakan oleh panitia maka 

dapat diambil kesimpulan untuk penetapan iuran hewan qurban sapi. 

Iuran yang ditetapkan sudah termasuk dengan biaya operasional dari 

hewan qurban. Adapun kesepakatan mengenai iuran yaitu dengan cara 

mengambil harga tengah dari harga yang di kisarkan oleh panitia yaitu 

Rp.16.800.000 per sapi. Panitia mengatakan “lembu yang berbeda ntah 

itu godang ataupun kecik tapi dengan mempertimbangkan segale 

sesuatu, kite patok saje semue peserta qurban membayar Rp.2.400.000 

perorang, lembu tu memang ade yang godang atau kecik tapi untuk 

pembagian daging qurban same rate” maksudnya yaitu sapi yang 

berbeda entah itu besar ataupun kecil tapi dengan panitia menimbang 

segala sesuatu, di patokan atau diputuskan saja semua peserta qurban 

membayar Rp.2.400.000 perorang, sapi memang ada yang besar ataupun 
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kecil tapi untuk pembagian daging qurban sama rata. Panitia tidak 

menjelaskan harga hewan qurban yang berbeda-beda antara satu dengan 

yang lainnya. (Hasil wawancara dengan Bapak Aswandi, Bapak 

H.Zakiruddin, Bapak Anas) 

 Biaya operasional yang dimaksud oleh panitia yaitu biaya 

pemeliharaan sapi qurban, kantong plastik untuk membawa daging 

hewan qurban, plastik untuk alas daging hewan qurban, alat pemotong 

hewan qurban, dan untuk konsumsi panitia qurban.  Dalam memotong 

sapi qurban, panitia tidak membayar orang untuk memotong akan tetapi 

panitia meminta bantuan masyarakat untuk ikut serta membantu 

memotong hewan qurban. Setelah masyarakat membantu, Panitia qurban 

akan memberikan daging 2-3 kantong per orang sebagai upah untuk 

panitia yang telah bekerja. 

Selanjutnya penulis menyakan kepada peserta qurban mengenai 

bagaimana sistem pembayaran untuk hewan qurban. Peserta qurban 

mengatakan “Dengan harge yang lah ditetapkan same panitia yaitu 

Rp.2.400.000 dan untok iuran hewan qurban, panitia kate 3 kali 

ansuran yang mane ansuran pertame Rp.1.000.000 dan sise 

pembayaran menyusul,untok ansuran harus lah dibayar paling lambat 

1 minggu sebelom raye haji”, maksudnya yaitu dengan harga yang 

sudah ditetapkan oleh panitia yaitu Rp.2.400.000 dan untuk iuran 

hewan qurban, panitia menetapkan 3 kali pembayaran yang mana 

pembayaran pertama Rp.1.000.000 dan sisa pembayaran menyusul 

untuk pembayaran paling lambat 1 minggu sebelum raya Idul Adha. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Weri, Ibu Elvi, Ibu Marni, dan 

peserta qurban lainnya) 

Peserta qurban mengatakan bahwa cara pembayaran iuran yang 

ditetapkan oleh panitia memudahkan dikarenakan iuran boleh di dibayar 

sebanyak tiga kali, dan untuk waktu pembayaran 1bulan yang diberikan 

oleh panitia cukup membantu peserta qurban mengumpulkan uang 

untuk berqurban. Iuran setiap tahunnya berbeda yang ditetapkan oleh 
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panitia qurban. (Hasil wawancara dengan Bapak Weri, Ibu Elvi, Ibu 

Marni, dan peserta qurban lainnya) 

Peneliti juga mewawancarai ulama mengenai cara menetapkan 

iuran hewan qurban yang dilakukan panitia qurban. Ulama mengatakan 

jika Iuran tersebut disepakati kedua belah pihak maka cara iuran 

tersebut sah akan tetapi jika ada pemaksaan didalam iuran tersebut 

maka tidak sah. Iuran yang ditetapkan oleh panitia qurban dianggap sah 

karena disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi ulama mengatakan 

sebaiknya untuk iuran hewan qurban itu dilakukan beberapa kali 

sehingga dapat memudahkan peserta qurban untuk berqurban dan bisa 

juga dibuat seperti tabungan hewan qurban sehingga bisa memudahkan 

orang-orang yang ingin berqurban mengumpulkan uang untuk 

berqurban. (Ustadz Muhammad Edi tanggal 15 Februari) 

Penulis juga mewawancarai ketua panitia qurban tahun 2022 yaitu 

Bapak Abd Manan dan bendahara panitia qurban Bapak Maizal 

mengenai bagaimana tata cara menetapkan harga iuran hewan qurban. 

Untuk penetapan iuran hewan qurban masih sama seperti tahun 

sebelumnya yaitu panitia akan bermusyawarah terlebih dahulu bersama 

ulama dan pengurus masjid, setelah mendapatkan keputusan dari 

musyawarah, panitia akan mengumumkan untuk iuran yang akan di 

bayar oleh peserta qurban. Iuran hewan qurban tahun 2022 yaitu 

Rp.2.500.000 per orang dikarenakan harga sapi lebih mahal dari pada 

tahun sebelumnya yaitu berkisaran Rp.17.000.000 sampai dengan 

Rp.18.000.000. 

Biaya operasional pada tahun 2022 sama dengan pada tahun 

sebelumnya akan tetapi pada tahun ini sudah termasuk biaya untuk 

pemotongan sapi yaitu sebesar Rp.500.000. 

Ketua panitia mengatakan untuk pemesanan hewan qurban tahun 

ini panitia mengumpulkan uang lebih cepat dari tahun sebelumnya yaitu 

dua bulan sebelum hari raya Idul Adha. Untuk pemesanan sapi tahun 

2022 di Masjid Al-Ikram yaitu sebanyak 9 ekor sapi, di Surau Al-
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Kautsar sebanyak 3 ekor sapi. Untuk pemesanan atau pembelian sapi 

qurban masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu, panitia memesan 

hewan qurban terlebih dahulu, dan membayar panjar untuk hewan 

qurban yang dipesan atau dibeli dan untuk hewan qurban akan di 

titipkan terlebih dahulu kepada penjual hewan qurban. (Hasil 

wawancara dengan Bapak Abd Manan dan Bapak Maizal) 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam tata cara 

penetapan iuran hewan qurban dilakukan secara musyawarah bersama 

oleh panitia ulama dan pengurus masjid dengan iuran yang sama untuk 

seluruh peserta qurban. Iuran yang ditetapkan oleh panitia sama untuk 

seluruh peserta qurban. Peserta qurban menyerahkan sepenuhnya 

kepada panitia untuk mengurus segala sesuatu dalam pelaksanaan 

qurban. Iuran yang ditetapkan oleh panitia sudah termasuk seluruh 

biaya dari pembelian dan pemeliharaan sapi qurban serta biaya 

operasional lainnya yang dibutuhkan. Panitia tidak menjelaskan harga 

hewan qurban yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. 

C. Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Penetapan Harga Iuran 

Hewan Qurban di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu 

Kabupaten Indragiri Hulu 

 Penetapan harga dalam Islam menurut buku Akhmad Mujahidin, 

diserahkan kepada mekanisme pasar alamiah. Hal ini dilakukan ketika 

pasar dalam keadaan normal, akan tetapi apabila tidak dalam keadaan 

sehat yakni terjadi kezaliman seperti adanya kasus penimbunan riba dan 

penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk 

menentukan harga pada tingkat yang adil, sehingga dari penetapan 

tersebut tidak adanya pihak yang dirugikan dengan demikian pemerintah 

hanya memiliki wewenang untuk menetapkan harga, apabila terjadi 

praktik kezaliman dipasar namun dalam kondisi normal harga 

diserahkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu : 

1. Harga barang itu sendiri 
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2. Harga barang lainnya 

3. Ongkos kirim dan biaya dari produk 

4. Tujuan produk dari perusahaan 

5. Alat teknologi yang digunakan 

 Sekalipun ingin melakukan penetapan harga, harus ada 

kesapakatan, hal ini sesuai dengan Hadist Anas bin Malik, yang 

berbunyi: 

“pada zaman Rasulullah SAW terjadi pelonjakan harga dipasar, 

lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah SAW seraya mereka 

berkata : ya Rasulullah harga dipasarkan melonjak begitu tinggi 

tolonglah tetapkan harga itu, Rasulullah SAW menjawab : 

sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan 

barangnya, melapangkan dan memberi rezeki, saya berharap akan 

bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang diantara kalian 

menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa.” 
(Haroen, 2000, hal. 141) 

 Menurut hadist ini, penguasa (imam) tidak berhak menentukan 

harga yang berlaku di masyarakat, melainkan masyarakat bebas menjual 

harta benda mereka menurut mekanisme yang berlaku. Penentuan harga 

sama saja melarang mereka untuk membelanjakan harta mereka. 

Sedangkan kalangan Mazhab Maliki dan Hanafi memperbolehkan 

penguasa menetapkan harga dan menolak hal yang merugikan 

masyarakat jika harga yang ditetapkan pemilik barang dagangan telah 

terlalu melampau harga umum. Bila demikian sah-sah saja 

memberlakukan penetapan harga melalui musyawarah dengan para 

pakar demi menjaga kemaslahatan umum. 

 Dengan demikian adapun pendapat ulama mengenai penetapan 

harga sebagai berikut :  

 Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga karena 

harga adalah ketentuan Allah. Maksudnya adalah harga akan terbentuk 

sesuai dengan hukum alam yang berlaku di suatu tempat pada waktu 

tertentu sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu 

sendiri. Pendapat Abu Yusuf ini relavan pada pasar persaingan 
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sempurna, di mana banyak penjual dan banyak pembeli sehingga harga 

ditentukan oleh pasar. 

 Menurut Al Ghazali, hukum alam adalah segala sesuatu yang 

meliputi ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk 

saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Begitu pula dengan pendapat Al 

Ghazali mengenali pasar keteraturan alami (natural order), yaitu harga 

di pasar akan terbentuk secara alami sesuai dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga. 

 Menurut  Ibnu Taimiyah Ada dua tema yang seringkali ditemukan 

kompensasi yang setara/adil (Iwad al-Mitsl) dan harga yang setara/adil 

(Tsaman al-Mitsl). Iwadh al-Mitsl adalah penggantian yang sama yang 

merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat 

kebiasaan. Adapun Tsaman al-Mitsl adalah nilai harga dimana orang-

orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang 

sepadan dengan barang yang dijual itu atau barang-barang yang sejenis 

lainnya ditempat dan waktu tertentu. 

 Menurt Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan 

dan penawaran. Pengecualian satu satunya dari dari hukum ini adalah 

harga emas dan perak yang menjadi standar moneter. Semua barang-

barang lain terlena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila 

suatu barang langka dan banyak diminta maka harganya tinggi. Jika 

suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah. 

 Dengan demikian adapun penetapan harga yang terjadi di Desa Air 

Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, Dalam tata 

cara penetapan harga iuran hewan qurban yang dilakukan panitia di 

Desa Air Molek 1, yaitu menetapkan iuran dengan cara bermusyawarah 

bersama ulama dan penjaga masjid, sementara dalam bermusyawarah 

peserta qurban tidak diikut sertakan. Musyawarah yang diadakan oleh 

panitia dapat disimpulan bahwa untuk penetapan iuran hewan qurban, 

yang ditetapkan oleh panitia sudah termasuk dengan biaya operasional 

dari hewan qurban. Panitia tidak menjelaskan harga hewan qurban yang 
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berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya sehingga merugikan salah 

satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. 

 Dalam penetapan harga di atas, maka terjadilah akad antara panitia 

dan peserta qurban. Adapun akad menurut Wahbah Az Zuhaili akad 

merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang 

dibenarkan oleh syariat dan akan menimbulkan implikasi tertentu.  

Ada sebuah ayat yang menjelaskan mengenai beserta prinsip 

kerelaan dan keridhaan para pelaku dalam bertransaksi. Sebagaimana 

firman allah dalam Al-Quran surat An-Nisa:29 yang berbunyi: 

⧫    
❑⧫◆    ❑➔→⬧  
⬧◆❑  →⧫  

⧫         
❑⬧  ⧫  ⧫  
⧫⬧      ◆ 

❑➔⬧  → 
      ⧫    

☺◆      
Artinya :  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam bertransaksi harus atas 

dasar suka sama suka dan saling rela antara kedua belah pihak, dalam 

penetapan harga iuran hewan qurban yang dilakukan oleh panitia 

qurban tidak ada unsur penipuan dan mengambil keuntungan sendiri 

dan merugikan pihak lain. 

Seseorang yang melakukan akad harus memenuhi akad yang ia 

sepakati, hal ini sesuai dengan ayat alquran Surah Al –Maidah Ayat 1 

yang berbunyi : 
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⧫    
❑⧫◆  ❑➔ 

❑→➔       

1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi 

perjanjian atau akad itu hukumnya wajib, apabila seseorang melakukan 

akad, seseorang tersebut wajib memenuhi akad yang telah di janjikanya 

tersebut. 

 Dengan demikian adapun rukun-rukun akad yaitu sebagai berikut : 

1. Pihak-pihak yang berakad (aqid) 

2. Objek akad (ma’qud alaih) 

3. Pernyataan untuk mengikat diri (Shigat al’akad) 

4. Tujuan akad (maudu al-aqad) 

 Akad yang ada didalam pembelian hewan qurban memakai akad 

wakalah. Akad Wakalah adalah suatu akad dimana pihak pertama 

menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan 

yang bisa digantikan oleh orang lain pada masa hidupnya dengan 

syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, apabila penyerahan tersebut 

harus dilakukan setelah orang yang dilakukan setelah orang yang 

mewakilkan meninggal dunia, seperti wafat, maka hal ini termasuk 

Wakalah. 

 Adapun hadis yang menjelaskan mengenai akad wakalah yaitu, 

Hadis Urwah Al-Bariqi, yang artinya : 

Dari Urwah bin Abi Al-Ja’ad Al-Bariqi “Bahwa Nabi Muhammad 

SAW memberikan uang satu dinar untuk membeli seekor kambing 

untuk Nabi. Urwah lalu membeli dua ekor kambing uuntuk Nabi 

dengan uang satu dinar tersebut. Ia menjual salah satunya dengan 

harga satu dinar, lalu ia menghadap Nabi dengan membawa uang satu 

dinar dan satu ekor kambing. Nabi lalu mendoakannya supaya diberi 

keberkahan dalam jual belinya. Andai kata ia membeli debu (tanah) 
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sekalipun, ia pasti akan beruntung”, (HR. Ahmad , Al-Bukhari dan 

Abu Dawud) 

 Dalam hadis tersebut di jelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW 

memberi kepada kuasa kepada dua orang sahabat untuk melakukan 

transaksi. Dalam hadis pertama Nabi Muhammad SAW memberi kuasa 

kepada Urwah Al-Bariqi unutuk membeli seekor kambing. Dengan 

demikian wakalah atau memberi kuasa pernah dilaksanakan oleh Nabi 

Muhammad SAW, dan ini menunjukkan bahwa wakalah hukumnya 

diblehkan  

Dengan demikian akad yang dipakai panitia dan peserta qurban 

adalah akad wakalah yang mana dalam akad tersebut peserta qurban 

menyerahkan sepenuhnya kepada panitia qurban untuk membeli 

hewan qurban, merawat dan seluruh biaya operasional yang 

dibutuhkan. Peserta qurban akan membayar uang yang telah 

ditetapkan oleh panitia, tanpa panitia memberi tahu harga dari hewan 

yang akan diqurbankan. Akan tetapi panitia hanya memberitahukan 

iuran yang akan di bayar oleh peserta qurban. Iuran yang ditetapkan 

oleh panitia di setujui oleh seluruh peserta qurban, dan iuran tersebut 

akan dibayar sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh panitia. 

Panitia tidak menjelaskan jika ada iuran yang berlebih dan iuran yang 

kurang dari peserta qurban.  

 Dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa akad antara 

panitia dan peserta qurban adalah akad wakalah dan akad tersebut 

diperbolehkan, akan tetapi ada ketidakjelasan mengenai harga dari 

hewan qurban antara satu dengan yang lainnya. Panitia harus 

menjelaskan harga dari hewan yang akan diqurbankan, biaya 

operasional dan mengenai iuran yang berlebih ataupun iuran yang 

kurang dari peserta qurban.  

Harga menurut Az-Zuhaili adalah jumlah dari nilai barang 

yang ditentukan atau disamakan dengan uang yaitu jumlah uang atau 
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alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau 

jasa pada waktu tertentu dan di tempat tertentu. 

Harga juga terdapat pada hewan qurban yang mana hewan 

qurban itu hanya dapat diambil dari hewan ternak, seperti unta, sapi 

(kerbau) dan kambing dengan berbagai jenis dan yang akan 

disembelih pada hari Raya Idul adha. Hukum berqurban dalam Islam 

itu wajib bagi yang memilki cukup rezeki untuk melakukannya dan 

bagi umat muslim yang kurang mampu, maka gugurlah kewajiban 

tersebut. Hal ini didasarkan pada Firman Allah dalam Q.S Al-Kautsar 

ayat 1 dan ayat 2, sebagai berikut : 

 ⬧ 

⧫❑⬧    ⬧ 

◼⧫ ⧫◆     

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang 

banyak. 

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah (sebagai 

ibadah dan mendekati diri kepada Allah”(RI, Al-Qur'an dan 

Terjemahan, 2013, hal. 602)             

Berdasarkan ayat diatas yang dimaksud berqurban disini adalah 

menyembelih hewan qurban dan mensyukuri nikmat Allah SWT, dan 

dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan seperti 

berqurban bagi yang memiliki rezeki yang cukup karena pada 

dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan orang 

lain. (Az-zuhaili, 2007, hal. 254) 

 Pelaksanaan ibadah qurban dengan hewan qurban sapi atau kerbau 

bisa dilaksanakan dengan cara iuran. Iuran ketika berqurban 

merupakan salah satu kegiatan yaitu mengumpulkan uang yang akan 

dipakai untuk membeli hewan qurban. Adapun harga hewan qurban 

yang dibeli oleh panitia pada tahun 2021 yaitu Rp.16.000.000, 

Rp.16.200.000, Rp.16.300.000, Rp.16.500.000, Rp.16.700.000. 

Sementara harga hewan qurban yang dibeli oleh panitia pada tahun 
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2022 yaitu kisaran Rp.17.000.000 sampai dengan Rp.18.000.000. 

Adapun iuran yang harus dibayar oleh peserta qurban yaitu 

Rp.2.400.000 per orang untuk setiap peserta qurban, walaupun untuk 

harga, besar dan berat sapi tersebut berbeda antara sapi 1 dengan sapi 

lainnya.  

 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa harga menurut 

Az-Zuhaili dan harga yang terjadi di Desa Air Molek 1 Kecamatan 

Pasir penyu Kabupaten Indragiri Hulu tidak sesuai dengan harga yang 

ditetapkan oleh syariat Islam. 

 Adapun iuran yang ditetapkan oleh panitia qurban tidak sesuai 

dengan harga sapi yang harus di bayarkan oleh peserta qurban karena 

harga sapi peserta qurban berbeda antara sapi satu dengan sapi 

lainnya. Sebaiknya panitia menetapkan iuran hewan qurban sesuai 

dengan harga sapi dari peserta qurban dan tidak bisa disamakan antara 

peserta qurban, sapi 1 dengan peserta qurban, sapi lainnya. Jika ada 

biaya operasional lainnya maka panitia harus menjelaskan untuk biaya 

tersebut dan berapa uang yang harus dibayarkan untuk biaya 

operasional dari hewan qurban.  

 Jadi berdasarkan permasalahan diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa, praktik penetapan iuran hewan qurban yang ditetapkan oleh 

panitia qurban di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten 

Indragiri Hulu mengandung ketidakjelasan dalam harga hewan qurban 

yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya begitu juga biaya 

operasional yang dibutuhkan sedangkan iuran yang ditetapkan adalah 

sama. Namun demikian, menurut hemat peulis hal seperti ini 

dibolehkan jika secara jelas peserta dan panitia menggunakan akad 

wakalah yang di dasari kesepakatan seluruh peserta qurban. Wakalah 

diberikan dalam rangka pelaksanaan qurban secara keseluruhan, 

termasuk harga hewan qurban dan biaya-biaya operasional yang 

diperlukan. Atau dalam bentuk lainnya qurban iuran qurban dibedakan 

oleh panitia sesuai dengan harga sapi yang dibeli dan biaya operasional 
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yang dibutuhkan untuk pemeliharaan sapi, meskipun disisi lain iuran 

biaya operasional pelaksanaan pada hari qurban ditetapkan sama. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa cara penetapan 

harga iuran hewan qurban yang dilakukan oleh panitia qurban di Desa Air 

Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai 

berikut : 

1. Dari segi tata cara penetapan iuran hewan qurban dilakukan secara 

musyawarah bersama oleh panitia ulama dan pengurus masjid dengan 

iuran yang sama untuk seluruh peserta qurban. Iuran yang ditetapkan 

oleh panitia sama untuk seluruh peserta qurban. Peserta qurban 

menyerahkan sepenuhnya kepada panitia untuk mengurus segala 

sesuatu dalam pelaksanaan qurban. Iuran yang ditetapkan oleh panitia 

sudah termasuk seluruh biaya dari pembelian dan pemeliharaan sapi 

qurban serta biaya operasional lainnya yang dibutuhkan. Panitia tidak 

menjelaskan harga hewan qurban yang berbeda-beda antara satu 

dengan yang lainnya. 

2. Dari Pandangan Fiqh Muamalah, praktik penetapan iuran hewan 

qurban yang ditetapkan oleh panitia qurban di Desa Air Molek 1 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu mengandung 

ketidakjelasan dalam harga hewan qurban yang berbeda-beda antara 

satu dengan yang lainnya begitu juga biaya operasional yang 

dibutuhkan sedangkan iuran yang ditetapkan adalah sama. Namun 

demikian, menurut hemat peulis hal seperti ini dibolehkan jika secara 

jelas peserta dan panitia menggunakan akad wakalah yang di dasari 

kesepakatan seluruh peserta qurban. Wakalah diberikan dalam rangka 

pelaksanaan qurban secara keseluruhan, termasuk harga hewan qurban 

dan biaya-biaya operasional yang diperlukan. Atau dalam bentuk 

lainnya qurban iuran qurban dibedakan oleh panitia sesuai dengan 

harga sapi yang dibeli dan biaya operasional yang dibutuhkan untuk 
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pemeliharaan sapi, meskipun disisi lain iuran biaya operasional 

pelaksanaan pada hari qurban ditetapkan sama. 

B. Saran  

Sebagai tindak lanjut dari skripsi ini peneliti perlu menyampaikan 

saran kepada para pihak agar dapat menemukan solusi yang terbaik 

terhadap permasalahan penetapan harga iuran hewan qurban di Desa Air 

Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu di tinjau dari 

Fiqh Muamalah yaitu sebagai berikut : 

1. Kepada panitia qurban 

Jika ingin menetapkan harga iuran hewan qurban hendaknya 

panitia menjelaskan harga dan biaya operasional seperti apa yang 

diperlukan. Untuk cara penetapan harga seharusnya masyarakat atau 

peserta qurban diikut sertakan untuk musyawarah yang diadakan 

panitia bersama ulama dan penjaga masjid Karena biar lebih jelas lagi 

bagaimana sistem penetapan harga dan biaya operasional dari hewan 

qurban. Adapun untuk penetapan harga iuran hewan qurban 

seharusnya panitia tidak menyamaratakan harga tersebut karena harga 

hewan qurban sapi berbeda antara sapi 1 dengan sapi lainnya. 

2. Kepada ulama  

Diharapkan untuk ulama menjelaskan kepada masyarakat dan 

panitia qurban mengenai cara penetapkan harga dan memberitahukan 

kepada panitia untuk mengikut sertakan masyarakat atau peserta 

qurban dalam musyawarah. 
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DAFTAR PERTANYAAN  

PERTANYAAN UNTUK PANITIA QURBAN 

2. Kemana panitia membeli hewan qurban ? 

3. Kapan memesan hewan qurban ? 

4. Sebelum membeli hewan qurban, apakah Bapak melihat terlebih dahulu 

hewan qurban yang akan dibeli atau bapak menyerahkan saja kepada penjual 

untuk hewan qurban yang akan dibeli ? 

5. Apakah ada beda berat ataupun harga dari hewan qurban yang Bapak beli 

atau pesan ? 

6. Berapa Berat dari hewan qurban yang Bapak beli ? 

7. Berapa harga dari hewan qurban yang Bapak beli ? 

8. Bagaimana cara memesan hewan qurban ke penjual ? 

9. Disaat memesan hewan qurban, apakah harus ada uang panjar terlebih 

dahulu? 

10. Berapa uang panjar yang diberikan ke penjual hewan qurban ? 

11. Bagaimana cara panitia menetapkan harga iuran hewan qurban sapi ? 

PERTANYAAN UNTUK PENJUAL HEWAN QURBAN 

1. Siapa yang biasanya membeli hewan qurban setiap mendekati hari raya Idul 

Adha ? 

2. Bagaimana cara panitia memesan atau membeli hewan qurban ? 

3. Jika hewan qurban telah dipesan oleh panitia apakah hewan qurban itu akan 

langsung dibawa oleh panitia? 

4. Jika hewan qurban dititipkan bagaimana cara penjual membedakan hewan 

qurban yang telah dipesan ? 

PERTANYAAN UNTUK PESERTA QURBAN  

1. Bagaimana cara pembayaran hewan qurban ? 

2. Apakah dengan harga yang diberikan oleh panitia sudah memudahkan Bapak 

atau Ibu dalam berqurban ? 



 

 

 

 

3. Apakah setiap tahun iuran akan sama dengan iuran tahun sebelumnya ? 

PERTANYAAN UNTUK ULAMA 

1. Bagaimana menurut Bapak dengan cara panitia menetapkan harga iuran 

hewan qurban ? 

2. Bagaimana menurut Bapak dengan iuran yang disamakan setiap peserta 

qurban akan tetapi hewan qurban berbeda harga dan beratnya ? 

 

 

 

 

1. Panitia Qurban  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Peserta Qurban  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Penjual hewan qurban  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


